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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik  Indonesia donesia terlahir secara 
deklaratif pada momentum pembacaan teks proklamasi oleh 
Soekarno-Hatta atas nama bangsa   Indonesia pertanggal 17 Agustus 
tahun 1945 yang sampai dengan hari  ni telah ditetapkan sebagai hari 
kemerdekaan republik   Indonesia. Sebagai negara yang telah 
memiliki keutuhan komponen-komponen sebagai unsur pembentuk 
suatau negara.   Indonesia tentu saja memiliki tujuan nasional yang 
telah disepakati bersama-sama dengan para founding father melalui 
sebuah musyawarah mufakat. 
Tujuan tersebut, berbunyi : “...melindungi segenap bangsa  
Indonesia dan seluruh tumpah darah   Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
melaksanakan ketertiban du nia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 
Subtansi dari tujuan nasional yang telah ditetapkan dapat diurai 
menjadi beberapa bagian, sebagai berikut : 
1. Perlindungan, yakni keberadaan negara sebagai pelindung (guard) 
bagi rakyat yang terhimpun dalam sebuah katan yang disebut 
dengan negara. Negara harus mampu menjamin keselamatan dan 
tumpah darah bangsa   Indonesia dari segala bentuk ancaman 
apapun, baik secara ntern maupun secara ekstern. Selain tu, 
negara pula harus memberikan rasa aman dan perlindungan bagi 
seluruh si kekayaan negara, baik tu sumber daya alam maupun 




dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun, 
perlindungan  ni tidak hanya menjadi tugas daripada negara saja, 
masyarakat sebagai warga negara juga harus memiliki peran 
dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut, salah satu 
caranya dengan upaya membela negara dan mengisi kemerdekaan 
dengan hal yang positif. 
2. Kesejahteraan, keberadaan negara harus memberikan garansi 
kesejahteraan bagi Bangsa   Indonesia, paling tidak meliputi 3 hal, 
yakni : sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat 
tinggal). Selain tu, beberapa aspek kesejahteraan masyarakat juga 
haruslah menjadi perhatian negara, dengan begitu kenyamanan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. 
3. Kecerdasan, yakni keberadaan negara yang harus memberikan 
pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsanya agar menjadi 
masyarakat yang cerdas. Pendidikan di   Indonesia saat  ni terdiri 
dari pendidikan usia di ni selama 2 tahun, pendidikan dasar 
selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, 
pendidikan menengah atas selama 3 tahun dan pendidikan tinggi 
mulai dari S1, S2 hingga S3. Bangsa   Indonesia sangat 
diharuskan menempuh pendidikan agar tercipta bangsa yang 
cerdas, oleh karena tu negara harus hadir dalam hal  ni, sebab 
pendidikan merupakan kebutuhan pokok danutama yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. 
4. Ketertiban, perdamaian akan sangat membantu proses 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat 
berjalan dengan baik, sebaliknya jika keadaan kacau atau 
disharmoni akan terjadi keburukan. Ketertiban atau perdamaian 
disamping menjadi tugas negara dalam pergaulan nternasional, 
juga dapat diperankan oleh warganegara dalam upaya 




Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh bangsa yang majemuk 
dan bernaka ragam, baik ttu dari suku, ras, etnis maupun agama. 
 
Upaya mewujudkan tujuan nasional yang sangat deal bukanlah 
jalan yang mudah untuk ditempuh, perlu kerjasama dan kekuatan 
soliditas yang tinggi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Situasi dan 
kondisi yang menerpa bangsa   Indonesia, khususnya masyarakat di 
Jawa Barat dapat dijadikan sebagai indikator permasalahan 
pencapaian tujuan nasional. Permasalahan yang dimaksud adalah 
perihal penyandang maslah sosial dan kesejahteraan (PMKS) di Jawa 
Barat yang masih cukup tinggi. PMKS adalah mereka yang 
mengalami hambatan atau gangguan atau bahkan kesulitan sehingga 
tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga, tidak 
terpenuhi kebutuhan jasma ni (sandang, pangan, papan) maupun 
































































































































































1. Garut 71 80.686 26 1.642 8.275 371 173 58 660 815 
2. Subang 7.134 23.278 52 78 9.236 136 139 4 417 156 
3. Purwakar ta 495 960 7 58 2.897 133 371 - 204 120 
4. Kota Tasikmalaya 6.290 3.125 22 4 1.200 43 67  228 2.709 
Jawa Barat 135.787 298.572 2.592 5.935 128.615 12.282 5.271 260 18.106 11.374 
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Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian  ni adalah 
terutama PMKS pada aspek Gelandangan/Pengemis dan juga Tuna 
Susila. Alasan penentuan hal tersebut didasari oleh fakta awal yang 
didapatkan oleh peneliti, bahwa PMKS pada kedua aspek tersebut 
cenderung mengalami human trafficking dan dilakukan secara 
terstruktur, sistematis dan masif ke dalam bentuk kejahatan luar bisa. 
Sebagai contoh, para PSK dalam menjalankan operasinya selalu saja 
di beking oleh “Mami” atau “Germo”, selain tu pula mereka 
pengemis dan gelandangan selalu ada orang yang menjadi 
dalang/beking. Berdasarkan tabel tersebut, tingkat PMKS di Jawa 
Barat pada aspek Gepeng dan Tuna Susila masih cukup tinggi. Akan 
tetapi berdasarkan fakta di lapangan setiap kota/kabupaten, terutama 
di jalanan protokol atau utama masih banyak gepeng yang 
berkeliaran, hal  ni perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 
Penelitian  ni juga mencoba untuk mengukur tingkat efektivitas 
pola penanganan dan penanggulangan agar tingkat PMKS pada aspek 
gepeng dan tuna susila dapat ditekan atau bahkan dihilangkan sama 
sekali. Berbekal pengetahuan dan data awal peneliti merasa tertarik 
untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh permasalahan yang berkaitan 
dengan su penelitian tersebut. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan dua 
pertanyaan utama penelitian, yaitu;  
1. Bagaimana besaran permasalahan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial Jawa Barat? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam 






C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari perumusan dan latar belakang pemrmasalahan, 
maka penelitian  ni bertujuan untuk mengetahui besaran 
permasalahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam 


























A. Kajian iTeori 
1. Hak iAsasi iManusia 
Hak iasasi imanusia imerupakan ihak ihukum iyang iharus 
idimiliki ioleh itiap iorang isebagai imanusia. iHAM imerupakan 
ihak idasar iyang idibawa imanusia isejak ilahir iyang imerupakan 
ianugerah iTuhan iYang iMaha iEsa. iHak iasasi imanusia iharuslah 
idihormati, idilindungi, idan idijunjung itinggi. 
Hak iAsasi iManusia imucul idari ikeyakinan imanusia itu 
isendiri ibahwasanya isemua imanusia iselaku imakhluk iciptaan 
iTuhan iadalah isama idan isederajat. iManusia idilahirkan ibebas 
idan imemiliki imartabat iserta ihak-hak iyang isama. iAtas idasar 
itulah imanusia iharus idiperlakukan isecara isama iadil idan 
iberadab. iHAM ibersifat iuniversal, iartinya iberlaku iuntuk isemua 
imanusia itanpa imembeda-bedakannya iberdasarkan iatas iras, 
iagama,suku idan ibangsa i(etnis) 
Hak-hak ini iberisi itentang ikesamaan iatau ikeselarasan 
itanpa imembeda-bedakan isuku, igolongan, iketurunanan, ijabatan
2
, 
iras, iwarna ikulit, iumur. iHak iAsasi itu isendiri imerupakan ihak 
iyang ibersifat imendasar i(grounded). iHak iAsasi iManusia i(HAM) 
iadalah ihak-hak iyang ibersifat imendasar idan inheren idengan ijati 
idiri imanusia isecara iuniversal.
3
 iSiapapun imanusia idan 
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idimanapun ijuga iberhak imemiliki ihak itersebut. iArtinya 
idisamping ikeabsahan iterjadi idalam ieksistensi ikemanusiaan 
imanusia, ijuga iterdapat ikewajiban iyang isungguh-sungguh iuntuk 
idimengerti, idipahami, idan ibertanggung ijawab iuntuk 
imemeliharanya ibaik isecara individu iataupun iindividu iyang 
iberada idi ikelompok isosial iyang ibersifat universalioleh individu 
itu isendiri, inegara idan imasyarakat internasional. 
Hak imerupakan iunsur inormatif iyang imelekat ipada idiri 
isetiap imanusia iyang idalam ipenerapannya iberada ipada iruang 
ilingkup ihak ipersamaan idan ihak ikebebasan iyang iterkait idengan 
interaksinya iantara iindividu iatau idengan instansi. iHak ijuga 
imerupakan isesuatu iyang iharus idiperoleh. iMasalah iHAM iadalah 
isesuatu ihal iyang isering ikali idibicarakan idan idibahas iterutama 
idalam iera ireformasi iini. iHAM i ilebih idijunjung itinggi idan 
ilebih idiperhatikan idalam iera ireformasi idari ipada iera isebelum 
ireformasi. iPerlu idiingat ibahwa idalam ihal ipemenuhan ihak, ikita 
ihidup itidak isendiri idan ikita ihidup ibersosialisasi idengan iorang 
ilain. iJangan isampai ikita imelakukan ipelanggaran iHAM iterhadap 
iorang ilain idalam iusaha iperolehan iatau ipemenuhan iHAM ipada 
idiri ikita isendiri. i 
Terkait itentang ihakikat ihak iasasi imanusia, imaka isangat 
ipenting isebagai imakhluk iciptaan iTuhan iharus isaling imenjaga 
idan imenghormati ihak iasasi imasing-masing iindividu. iNamun 
ipada ikenyataannya, ikita imelihat iperkembangan iHAM idi 
iNegara iini imasih ibanyak ibentuk ipelanggaran iHAM iyang 
isering ikita itemui.Hak iasasi imanusia imerupakan ihak iyang 
idimiliki ioleh imanusia isejak idilahirkan. iTidak iada isiapapun 
iyang ibisa imenggungat idan imengganggu ihak iyang idimiliki ioleh 
imasing-masing itersebut. iSeyogyanya isetiap iorang 
iharusmenghormati idan imenghargai isetiap ihak iyang idimilikinya 




ihidup, ihak ikeadilan idan ihak ilainnya. iHak iAsasi iManusia iatau 
iyang idikenal idengan isebutan iHAM iadalah ihak iyang idimiliki 
ioleh iumat imanusia iyang ibersifat ialamiah iartinya ihak itersebut 
ibukanlah ianugrah idari inegara iatau iorga inisasi itertentu, itetapi 
ihak iasasi imanusia itelah idimiliki ioleh imanusia i i isemenjak 
imanusia itersebut iberada idi idalam ikandungan. iHak iini iberlaku 
iseumur ihidup, itidak idapat idiganggu igugat ioleh isiapapun. i 
Secara iteoritis iHak iAsasi iManusia iadalah ihak iyang 
imelekat ipada idiri imanusia iyang ibersifat ikodrati idan 
ifundamental isebagai isuatu ianugerah iAllah iyang iharus 
idihormati, idijaga, idan idilindungi. iHakikat iHak iAsasi iManusia 
isendiri iadalah imerupakan iupaya imenjaga ikeselamatan ieksistensi 
imanusia isecara iutuh imelalui iaksi ikeseimbangan iantara 
ikepentingan iperseorangan idengan ikepentingan iumum. iBegitu 
ijuga iupaya imenghormati, imelindungi, idan imenjunjung itinggi 
iHak iAsasi iManusia imenjadi ikewajiban idan itangung ijawab 
ibersama iantara iindividu, ipemeritah i(Aparatur iPemerintahan ibaik 
iSipil imaupun iMiliter), idan inegara. 
Berdasarkan ibeberapa irumusan ihak iasasi imanusia idi iatas, 
idapat iditarik ikesimpulan itentang ibeberapa isisi ipokok ihakikat 
ihak iasasi imanusia, iyaitu i: 
a. HAM itidak iperlu idiberikan, idibeli iataupun idi iwarisi, 
iHAM iadalah ibagian idari imanusia isecara iotomatis. 
b. HAM iberlaku iuntuk isemua iorang itanpa imemandang ije 
inis ikelamin, iras, iagama, iet inis, ipandangan ipolitik iatau 
iasal iusul isosial, idan ibangsa. 
c. HAM itidak ibisa idilanggar, itidak iseorangpun imempunyai 
ihak iuntuk imembatasi iatau imelanggar ihak iorang ilain. 
iOrang itetap imempunyai iHAM iwalaupun isebuah inegara 






Adapun iPrinsip-Prinsip iPokok iHak iAsasi iManusia iadalah:
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a. Universal idan itidak idapat idicabut i(u iniversality i& 
inalienability) 
Hak iasasi imerupakan ihak iyang imelekat, idan iseluruh 
iumat imanusia idi idunia imemilikinya. iHak-hak itersebut 
itidak ibisa idiserahkan isecara isukarela iataupun idicabut. 
iHal iini iselaras idengan ipernyataan iyang itercantum idalam 
iPasal i1 iDeklarasi universaliHak iAsasi iManusia i“Setiap 
iumat imanusia idilahiran imerdeka idan isederajat idalam 
iharkat idan imartabatnya”. 
b. Sederajat idan itanpa idiskriminasi i(equality i& inon-
discrimination) 
Setiap iindividu isederajat isebagai imanusia idan imemiliki 
ikebaikan iyang inheren idalam iharkat idan imartabat 
imasing-masing. iSetiap iumat imanusia iberhak isepenuhnya 
iatas ihak-haknya itanpa iada iperbedaan idengan ialasan 
iapapun, iseperti iyang ididasarkan iatas iperbedaan iras, 
iwarna ikulit, ije inis ikelamin, ietnis, iusia, ibahasa, iagama, 
ipandangan ipolitik idan ipandangan ilainnya, 
ikewarganegaraan, ilatar ibelakang isosial, icacat idan 
ikekurangan, itingkat ikesejahteraan, ikelahiran iatau istatus 
ilainnya isebagaimana iyang itelah idijelaskan ioleh ibadan 
ipelaksana ihak iasasi imanusia. 
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Indonesia isebagai inegara ianggota iPerserikatan iBangsa-
Bangsa i(PBB) iyang itelah imeratifikasi iKonvensi iHak iAnak 
i(Convention ion ithe iRights iof ithe iChild) ipada ibulan iAgustus 
i1990, iberdasarkan iKeputusan iPresiden iNo. i36/1990 itertanggal 
i25 iAgustus i1990. iSesuai iketentuan iPasal i49 iayat i(2), imaka 
iKonvensi iHak iAnak idinyatakan iberlaku idi iIndonesia isejak i5 
iOktober i1990. iDengan idemikian iPemerintah i iIndonesia 
iberkewajiban iuntuk isemaksimal imungkin iharus iberupaya 
imemenuhi ihak-hak ianak idan ibila iperlu imengadakan ikerja isama 
ibilateral iatau imultilateral isebagaimana idinyatakan ioleh 
ikonvensi. i 
Sebagai Negara yang menganut sistem hukum, Indonesia 
memiliki perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan HAM di 
Negaranya. Sebagaimana yang telah menjadi cita-cita berdirinya 
Negara Indonesia yang dijabarkan dalam pembukaan UUD 45. 




Alinea 1:   Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu 
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di 
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan. 
Makna yang terkandung dalam aline pertama menunjukkan 
bahwa bangsa Indonesia sangat menaruh hormat dan perhatian yang 
besar terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu. 
Sebab, kemerdekaan merupakan kodrati yang diberikan oleh tuhan 
kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia saja sekalipun flora 
dan fauna memiliki hak itu. Oleh karenanya, kemerdekaan berhak 
dirasakan oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak membenarkan 
segala bentuk penjajahan dengan alasan apapun. 
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Penjajahan dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa 
karena tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan 
perikeadilan. Alasan tuhan memberikan kehidupan kepada 
makhluknya tentu saja sangat berdasar, begitupun sebaliknya hanya 
tuhan yang berhak mengambil kembali kehidupan yang telah 
diberikan kepada makhluknya. Manusia dihadapan tuhan tidak 
memiliki perbedaan atau keistimewaan, semua dianggap sama. 
Hanya saja nilai-nilai spiritual yang menjadi pembeda kedudukan 
manusia dihadapan tuhan yang disesuaikan dengan tuntunan dan 
ajaran keagamaan yang diyakini oleh setiap manusia masing-
masing. 
 
Alinea 2  :  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan 
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur. 
Sebaga bangsa besar yang merupakan gabungan dari beberapa 
kerajaan yang bernama nusantara. Pernyataan kemerdekaan Negara 
Indonesia dilandasi komitmen dan konsistensi yang kuat, yakni 
mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang bersatu, berdaula, adil 
dan makmur. 
Kemaslahatan umum diyakini sebagai maksud muara segala 
bentuk tujuan Negara Indonesia. Keberadaan Negara harus bisa 
menjamin dan memastikan kemaslahatan yangmeliputi perdamaian, 
ketertiban, keamanan dan ketentraman dirasakan oleh bangsa 
Indonesia.  
 




Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, 
dalam alinea ini dipertegas kembali sebagai bentuk rasa syukur dan 
pengakuan bahwa kemerdekaan  yang telah diperoleh dihasilkan atas 
berkat dan rahmat pemberian tuhan. 
Maka, bangsa Indonesia menganggap keberadaan nilai-nilai 
spiritualitas sangat penting dalam melangsungkan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
 
Alinea 4 :   Kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Tujuan pendirian Negara Indonesia terangkum dalam alinea 
ini, beberapa poin prnting yang menjadi titik tekan tujuannya, yakni 
: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 





Empat tujuan mulia negara yang terkandung dalam alinea ini 
lebih menekankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai 
pemberian dari tuhan yang maha esa. Maksudnya, Indonesia 
menolak segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan 
dengan ke empat poin tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk 
pertentangan terhadap cita-cita Negara. Penjabaran yang tekandung 
dalam pembukaan UUD 45 tersebut seolah mempertegas 
bahwasanya HAM menjadi focus perhatian yang sangat penting di 
Negara Indonesia, artinya setiap bentuk pelanggaran HAM yang 
terjadi maka harus segera dilakukan penanganan sampai tuntas 
sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak terulang kembali. 
Selain itu, bentuk perhatian lain terahadap HAM, Indonesia 
memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi penegakkan 
HAM, diantaranya : 
 
1) Pancasila 
Makna yang terkandung dalam pancasila mulai sila ke-1 
sampai ke-5 jika diinterpretasikan sebagai penjelasan hakikat 
penciptaan  manusia  oleh tuhan sebagai makhluk individu sekaligus 
sosial. Oleh karena manusia tersebut tidak dapat hidup secara 
mandiri dan individual, dipastikan membutuhkan bantuan dan 
pertolongan oranglain. Maka setiap manusia akan tergabung dalam 
sebuah kelompok masyarakat yang disebut dengan bangsa. 
Kedaan  bangsa Indonesia yang bersifat heterogen, berlatar 
belakang etnis, ras dan agama yang berbeda-beda. Maka, pancasila 
menanamkan nilai-nilai universal agar dipedomani oleh seluruh 
bangsa Indonesia. Nilai universal yang dimaksud dalam sila pertama 




hubungan hak dan kewajiban antara pencipta dan yang diciptakan.  
Dalam sila kedua berarrti mengehndaki fase kehidupan yang 
memiliki nilai, etika dan masa peradaban yang lebih baik, berlaku 
adil terhadap sesama. Dalam sila ketiga berarti, komimen untuk 
tetap bersatu sekalipun dilator belakangi oleh berbagai perbedaan 
yang ada. Keyakinan terjaganya nilai persatuan akand apat 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebaliknya akan mudah 
hancur jika terjadi perpecahan di kalanganbangsa Indonesia.  
Selanjutnya, dalam sila keempat, hal ini berarti pelaksanaan 
segala kehendak yang dilmiliki oleh setiap individu tidak mungkin 
dapat diakomodir sepenuhnya. Sebab, jumlah bangsa Indonesia yang 
snagat banyak disertai latar belakang yang sangat beraneka ragam, 
tidak mudah untuk mewujudkan keinginan setiap individu. Oleh 
karenanya, segala bentuk aspirasi dapat disalurkan melalui individu 
atau lembaga perwakilan untuk nantinya dimusyawarahkan dan 
dihasilkan sebuah keputusan atau kebijakan dari proses musyawarah 
tersebut.  
Terakhir, dalam sila kelima dimaknai sebagai penegasan 
bahwa setiap keputusan atau kebijakan apapun harus memiliki nilai 
public (public opinion). Artinya, setiap kebijakan harus 
mencerminkan kepentingan umum dan memperhatikan nilai-nilai 
keadilan agar benar-benar ditegakkan dan tidak dicederai. Setiap 
orang harus menghargai dan melaksanakan setiap keputusan atau 
kebijakan yang dibuat demi kepentingan bersama. 
 
2) UUD 45 
Merupakan aturan dasar negara kedua setelah pancasila. Di 
dalam UUD 45 ini berisi penjelasan turunan makna yang terkandung 




Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara 
indonesai mesti mendapatkan jaminan dan kesetaraan dalam setiap 
hak tanpa harus memperhatikan aspek diskriminatif, beberapa hak 
yang diatur diantaranya :
6
 
a) Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. 
b) Hak membentuk keluarga dan mendapatkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah.  
c) Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan 
mendapat perlindungan dari kekerasan serta 
diskriminasi.  
d) Hak mendapat pendidikan. Hak mendapat 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil.  
e) Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil.  
f) Hak atas status kewarganegaraan.  
g) Hak memeluk agama dan beribadah sesuai 
keyakinannya.  
h) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan 
menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati 
nurani.  
i) Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat.  
j) Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.  
k) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman.  
l) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala 
bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.  
                                                     
6




m) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.  
n) Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. 
 
3) UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
4) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia 
 
Di i iIndonesia imemiliki ibanyak instansi idan ilembaga 
iswadaya imasyarakat iyang iberkaitan idengan ipenegakkan iHAM, 
isebut isaja iKomisi iNasional iHAM, iPengadilan iHAM, iLembaga 
iBantuan iHukum, iKomisi iKebenaran idan iRekonsiliasi, iKomisi 
iPerlindungan iAnak i iIndonesia, iKomisi iuntuk iOrang iHilang 
idan iKorban iTindak iKekerasan, iLembaga iStudi idan iAdvokasi 
iMasyarakat, imparsial, iPerhimpunan iBantuan iHukum idan iHAM 
i iIndonesia idan ilainnya. iSemua ilembaga iini itentunya 
imembutuhkan itenaga ipenggerak idari imasyarakat iuntuk 
imenegakkan iHAM. 
Salah isatu ifungsi imasyarakat iadalah isebagai iagen ikontrol 
isosial. iSegala itindakan iyang ipemerintah ilakukan idalam irangka 
imenegakkan iHAM itentunya imemiliki iberbagai ikekurangan 
idisana isi ini. iMaka idari itu, imenjadi itugas ibagi ikita iuntuk 
imenemukan icelah-celah itersebut isambil imerumuskan isolusi 
iterhadap ipermasalahan itu idan iselanjutnya iadalah imenyampaikan 
ipada ipemerintah. 
Namun idalam ikenyataannya, ikondisi ianak idi i iIndonesia 
imasih imemprihatinkan idan imenjadi ikorban idari iberbagai 
ibentuk itindakan ikekerasan, ieskploitasi, idiskriminasi, ibahkan 
itindakan-tindakan iyang itidak imanusiawi iterhadap ianak, itanpa ia 




imemadai idari ikeluarga, imasyarakat idan ipemerintah. iOleh 
ikarena itu, ipemajuan idan iperlindungan iyang iberpihak ipada 
ianak idan imemegang itegak iprinsip inon idiskriminatif, 
ikepentingan iyang iterbaik ibagi ianak iserta ipartisipasi ianak 
idalam isetiap ihal iyang imenyangkut idirinya imerupakan iprasyarat 
iyang imutlak idalam iupaya iperlindungan ianak iyang iefektif. 
iKonvensi iHak iAnak iadalah isalah isatu instrumen internasional idi 
ibidang ihak iasasi imanusia iyang isecara ikhusus imengatur isegala 
isesuatu itentang ihak ianak. 
Konvensi iini idiadopsi i(disetujui) ioleh iMajelis iUmum 
iPerserikatan iBangsa-Bangsa i(PBB) ilewat iResolusi i44/25 
itertanggal i20 iNovember i1989 i(Lembar iFakta iHAM, i2000:121) 
idan isesuai iketentuan iPasal i49 iayat i(1), imulai iberlaku ipada i2 
iSeptember i1990. iDalam ikurun iwaktu ikurang idari isatu itahun, 
ipada iSeptember i1990 itelah iada i20 inegara iyang isecara isah 
itelah imenandatanga ini idan imemberlakukan iKonvensi iini, 
isetidaknya ihingga iDesember i1996, itercatat i187 inegara itelah 
imeratifikasi. i 
Konvensi iHak iAnak imerupakan ihasil ikompromi idari 
iberbagai isistem ihukum idan ifalsafah iberbagai inegara. 
iKompromi idilakukan ikarena itiap inegara imemiliki itradisi idan 
ikebudayaan iyang iberbeda imengenai ianak. iMeski idemikian, 
iKonvensi itetap iberpegang iteguh ipada istandar idan iprinsip-
prinsip idasar ihak iasasi imanusia. iAnak idalam iKonvensi iini 
iadalah ipemegang ihak-hak idasar idan ikebebasan isekaligus 
isebagai ipihak iyang imenerima iperlindungan ikhusus.
7
 
Manusia imenurut ikodratnya imemiliki ihak iyang isama idan 
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imelekat ipada idiri iorang itu isendiri itanpa ipengecualian, iseperti 
ihak iuntuk ihidup, ihak iatas ikeamanan, ihak ibebas idari isegala 
imacam ipenindasan idan ilain-lain ihak iyang isecara iuniversal 
idisebut iHak iAsasi iManusia i(HAM). istilah iHAM iberarti ihak 
itersebut iditentukan idalam ihakikat ikemanusiaan idan idemi 
ikemanusiaan. iHAM iyang imerupakan ihak idasar iseluruh iumat 
imanusia isebagai ianugerah iTuhan iyang imelekat ipada idiri 
imanusia, ibersifat ikodrati, iuniversal, iabadi iyang iberhubungan 
idengan iharkat imartabat imanusia, idimiliki isama ioleh isetiap 
iorang, itanpa imemandang ijenis ikelamin, ikewarganegaraan, 
iagama, iusia, ibahasa, istatus isosial, ipandangan ipolitik, idan ilain-
lain. 
Berdasarkan ipelaksanaannya ikemudiannya, isejumlah iunsur 
ipenting itersebut idiwujudkan idengan ibaik. iTerkait idengan 
iperlindungan ihak iasasi imanusia, iUUD i1945 isetelah iperubahan 
icukup imengakomodir imasalah ihak iasasi imanusia isecara 
ilengkap. iBahkan idapat idikatakan ijauh ilebih ilengkap idari 
ipengaturan iyang iterdapat idalam ikonstitusi iyang ipernah iberlaku 
isebelumnya. 
Laki-laki imaupun iperempuan imemiliki iderajat idan 
ikedudukan iyang isama isejak ilahir iyang itidak ibisa idiganggu-
gugat ioleh isiapapun. iSelain itu, imanusia ijuga imemiliki ihak 
iuntuk ihidup idan imelangsungkan ikehidupannya iserta ibebas idari 
ipenindasan iatau iyang imerugikan ipribadinya. iDengan ikata ilain, 
ihak itersebut iditentukan idalam ihakikat ikemanusiaan idan idemi 
ikemanusiaan iatau iyang idikenal idengan istilah iHak iAsasi 
iManusia i(HAM). iHAM iyang imerupakan ihak idasar iseluruh 
iumat imanusia; isebagai ianugerah iTuhan iyang imaha iesa idan 
itidak ibisa idiganggu igugat ioleh isiapapun. i 




imendasari idari ipribadi imasing-masing, ibaik iyang iberkulit ihitam 
iatau ipun ikulit iputih isemua imeliliki ikedudukan iyang isama idi 
imata ihukum, imaka idari ikita iharus ibisa imengahargai ihak-hak 
iseseorang. iSeharusnya, idengan iadanya iundang-undang itentang 
iHAM ikita ibisa ilebih imenghargai ihak-hak idan ikedudukan 
iseseorang ibukan iberlaku iyang iseenaknya iterhadap iorang ilain. i 
Salah isatu ipermasalahan iHak iAsasi iManusia iyang iterjadi 
idi i i iIndonesia idimana ikasusnya iadalah iperdagangan iorang, 
iperdaganggan iorang ini imarak iterjadi idi imana ikasus ini isering 
iterjadi ipada iperempuan idan ianak, imotif idari ikasus ini 
ibermacam-macm iseperti ipenculikan, imenjanjikan imemberikan 
iuang ibanyak ikepada ikorban, iyang isering iterjadi ipada ikasus ini 
iadalah iperempuan idewasa idi imana iperempuan idewasa ini idi 
iperdaganggan iuntuk imemenuhi ihawa inafsu ilekali ihidung 
ibelang. i 
Salah isatu ipermasalahan iterkait iHAM idi i i iIndonesia 
iadalah itindak ipidana iperdagangan iorang iyang imerupakan 
ibentuk iperekrutan, ipengiriman, ipemindahan, ipenampungan iatau 
ipenerimaan iseseorang, idengan iancaman iatau ipenggunaan 
ikekerasan iatau ibentuk-bentuk ilain idari ipemaksaan, ipenculikan, 
ipenipuan, ikebohongan, iatau ipenyalahgunaan ikekuasaan, iatau 
iposisi irentan iatau imemberi iatau imenerima ipembayaran iatau 
imemperoleh ikeuntungan iagar idapat imemperoleh ipersetujuan 
idari iseseorang iyang iberkuasa iatas iorang ilain, iuntuk itujuan 
ieksploitasi.  
Eksploitasi itermasuk, ipaling itidak, ieksploitasi iuntuk 
imelacurkan iorang ilain iatau ibentuk-bentuk ilain idari iekspolitasi 
iseksual, ikerja iatau ipelayanan ipaksa, iperbudakan iatau ipraktik 





Di i iIndonesia, ikejahatan iperdagangan iorang imengambil 
ibentuk iperdagangan iuntuk itujuan ieksploitasi iseksual, ipekerja 
irumah itangga, ipekerja imigran, ipekerja ianak, idan iperkawinan 
ipesanan iyang isering iterjadi idi ikalangan iperempuan idan ianak 
iyang imembuat iseorang ianak idan iperempuan iterikat idalam 
isebuah ipermain iseorang ipelaku idan isusah ibagi imereka iuntuk 
ikeluar idari ipermain itersebut. iDisarankan ikepada ipemerintah 
idan ipenegak ihukum iagar imembantu imemecahkan ikasus 
itersebut iagar itidak iterjadi ilagi ipenindasan ibahkan ikehilangan 
imasa idepan ibagi iperempuan idan ianak. iPenegak ihukum iharus 
imemberikan ihukum iyang isepantasnya ibagi ipelaku iperdagangan 
iorang ipelaku itidak imelakukan ijahatan iyang ilain idan idapat 
imengurangi ikasus iperdagangan iorang. iDengan ibegitu, imasa 
idepan iyang iterbaik ibagi iperempuan idan ianak. iPerdagangan 
iorang imerupakan ikejahatan iyang isangat imerusak imasa idepan 
iperempuan idan ianak ikarena ikejahatan itersebut imembuat 
iperempuan idan ianak iharus imengikuti ikemauan ipelaku 
iperdagangan iorang. 
Perlindungan ihukum iterhadap ikorban idari iperdagangan 
iorang isangat ipenting iuntuk idiketahui. iPerlindungan ihukum 
iadalah iperlindungan iyang idiberikan iterhadap iperempuan idan 
ianak idalam iperdagangan iorang, iyang idi iberikan ioleh 
ipemerintah iagar idapat imelindungi iperempuan idan ianak idari 
iperdagangan iorang iyang idapat imerusak imasa ideapan imereka. i 
Dengan iadanya isebuah iperlindungan ihukum idari 
ipemerintah, imaka ibisa imengedepankan ihak-hak ikorban 
iperdagangan iorang iyang isering imarak iterjadi. iDengan 
iperindungan ihukum, iperempuan idan ianak ibisa iterhindar iatau 
ikeluar idari ikasus iperdagangan iorang. iKasus ini isering iterjadi 
idikalangan iperempuan iremaja idan idewasa. iBahkan imereka 




iberhidung ibelang. iSetiap ihari imereka iharus imelayani iatau 
imenjual iharga idiri imereka idengan ibayaran iyang icukup iuntuk 
ikebutuhan ikehidupan isehari-hari imereka. iKasus ini isangatlah 
imemperhatinkan idimana iperempuan idan ianak imenjual iharga 
idiri imereka itiap ihari. i 
Sangat idisayangkan iapabila ikasus ini iterus iterjadi, imaka 
imasa idepan iperempuan idan ianak iakan ihancur idan ijika imereka 
ipulang ikembali idalam ikehidupan imereka iyang isebenarnya 
idalam ikalangan imasyarakat, isulit ibagi imasyarakat iuntuk 
imenerima imereka ikembali, ikarna imereka idi icap idengan 
iperbuatan iyang itidak ibaik, imaka idari itu ipemerintah idi 
iwajibkan iuntuk imemberi iperlindungan ihukum ibagi iperempuan 
idan ianak iagar imereka itidak idi icap iyang itidak ibaik ioleh 
imasyarakat isupaya imereka ibisa ikembali imelangsungkan 
ikehidupan imereka iyang isebenarnya. 
 
2. Public iOrientation 
Hukum imerupakan indikator imutlak ikedua iyang iharus 
idimiliki ioleh isebuah inegara iyang imenganut isistem ihukum, 
imaka inegara itersebut iharuslah idikatakan isebagai 
ikonstitusionalisme, iyak ini isebuah inegara iyang imenganut isistem 
ihukum idalam ipenyelenggaraan ikehidupan iberbangsa idan 
ibernegaranya. iHukum idisi ini idalam iarti imemiliki iperan idan 
ifungsi isebagai irambu-rambu iatau iaturan imain ipenyelenggaraan 
iberbangsa idan ibernegara itersebut. iKeberadaan ihukum idiakui 
idan idijunjung itinggi isebagai ibentuk ipengejawantahan 
ikedaulatan irakyat iyang iditata idengan ibaik isedemikian irupa. 
Kebijakan ipublik ipenting ikarena ipilihan ikebijakan idan 
ikeputusan iyang idibuat ioleh imereka iyang iberkuasa 




itermasuk ipendidikan, ikesehatan idan ikeamanan inasional. 
iKeputusan ikebijakan ipublik idibuat isetiap ihari idan imencakup 
isemua itingkat ipemerintahan. 
Pengaturan ioleh ihukum iini ibersifat imenyeluruh idari imulai 
ihukum itingkat idasar isampai ikepada ipengaturan ihal-hal iyang 
ilebih ispesifik isebagi ibentuk iturunan idari ihukum idasar itu 
isendiri. iSupremasi ihukum imemiliki ipengertian imenempatkan 
ihukum/aturan ipada ikedudukan itertinggi, iaturan idijadikan 
isebagai ipedoman ihidup imanusia idalam imenjala ini isegala iaspek 
ikehidupan iberbangsa idan ibernegaranya. iSupremasi ihukum 
isangat ierat ikaitannya idengan ipenegakkan ihak iasasi imanusia. 
iMeskipun idalam ipengertiannya ibahwa ihak iasasi imanusia 
iadalah ihak iyang imelekat ipada idiri imanusia isejak idalam 
ikandungan ihingga ilahir idan ihidup idi idu inia, inamun 
iberdasarkan icatatan isejarah ihidup imanusia. 
Kebijakan iatau ipolicy iberkaitan idengan iperencanaan, 
ipengambilan idan iperumusan ikeputusan, ipelaksanaan ikeputusan, 
idan ievaluasi iterhadap idampak idari ipelaksanaan ikeputusan 
itersebut iterhadap iorang-orang ibanyak iyang imenjadi isasaran 
ikebijakan i(kelompok itarget). iKebijakan imerupakan isebuah ialat 
iatau instrument iuntuk imengatur ipenduduk idari iatas ikebawah. 
iMenurut iHeinz iEulau idan iKenneth iPrewith, ikebijakan iadalah 
ikeputusan itetap iyang idicirikan ikonsistensi idan ipengulangan 
itingkah ilaku idari imereka iyang imematuhi ikeputusan-keputusan. 
iDengan icara imemberi ireward idan isanctions. iSecara isentralistik, 
ikebijakan iadalah instrumen iteknis, irasional, idan iaction-oriented 
iuntuk imenyelesaikan imasalah. i 
Kebijakan iadalah icetak ibiru ibagi itindakan iyang imengarah 
idan imempengaruhi iperilaku iorang ibanyak iyang iterkena idampak 




iuntuk imembuat iperilaku iorang ibanyak iyang idituju i(kelompok 




Tak iayal, isetelah imencapai ikemerdekaan ibangsa iIndonesia 
imulai imenanamkan iprinsip-prinsip iHAM iseperti iyang itercantum 
idalam iKonstitusi iRI i(Pembukaan i idan ibatang itubuh iUUD 
i1945). iini iartinya ibahwa ihak iasasi imanusia imembutuhkan 
ipenopang iagar ikeutuhannya itetap iberdiri itegak, iyak ini idalam 
ihal iini iadalah idengan imenjadikan ihukum iberada idalam 
ikedudukan itertinggi i(Supremasi iHukum). 
Secara itertulis iIndonesia itelah imengukuhkan idirinya 
isebagai inegara ihukum, iyaitu idalam iPasal i1 iayat i3 iUUD i’45 
ibahwa i“Negara iIndonesia iadalah iNegara iHukum”. iTeori 
imengenai inegara ihukum idikemukakan ioleh iJhon iLockce, 
ibahwa i“warga/masyarakat/rakyat itidak ilagi idiperintah ioleh 
iseorang iraja iatau iapapun inamanya, iakan itetapi idiperintah 
iberdasarkan ihukum”. iini imerupakan isuatu isyarat ibahwa ibagi 
inegara ihukum imutlak iadanya ipenghormatan iterhadap isupremasi 
ihukum. iNamun, iberdasarkan irealita iyang iterjadi idi inegeri 
iIndonesia, ipenegakkan ihukum ihanya idilakukan idalam iarti 
ipembangunan iterhadap ibanyaknya iperubahan irumusan 
iperundang-undangan, ibukan ikemajuan iperilaku iakan iketaatan 
iseluruh ielemen inegara iterhadap ihukum itu isendiri. i 
Telah idikatakan ibahwa iIndonesia iadalah iNegara iHukum 
iyang imemiliki iciri i: 
a. Pengakuan idan iperlindungan ihak-hak iasasi iyang 
imengandung ipersamaan idalam ibidang ipolitik, ihukum, 
isosial, iekonomi, ikultural idan ipendidikan. 
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b. Peradilan iyang ibebas idan itidak imemihak, itidak 
idipengaruhi ioleh isesuatu ikekuasaa/kekuatan ilain iapapun. 
c. Legalitas, idalam iarti ihukum idalam isemua ibentuknya. 
 
Indikator iselanjutnya iadalah ikejelasan idan iketegasan 
itujuan inegara itu isendiri iharus ibenar-benar imengarah ipada 
ikepentingan ipublic iatau iumum. iTujuan ikepentingan inegara 
iharus ibetul-betul imemperhatikan ikehendak irakyat isebagai 
ipemilik ikekuasaan iatau ikedaulatan itu. iTujuan inegara ipada 
isebelumnya itelah idirumuskan iterlebih idahulu idalam ipenyusunan 
ikebijakan ipublic ioleh ipemilik ikewenangan idalam imerumuskan 
ikebijakan itu isendiri, ihal iini idilakukan isebagai ilangkah iawal 
ipemetaan ikebijakan iagar ibenar-benar imemperhatikan 
ikepentingan ipublic idalam ipelaksanaannya. iKebijakan ipublik 
imempunyai ibanyak ipemahaman iteoritis, idiantaranya iharold 
iLaswell idan iAbraham iKaplan imendefi inisikan isebagai isuatu 
iprogram iyang idi iproyeksikan idengan itujuan-tujuan itertentu, i 
inilai- inilai itertentu, idan ipraktik-praktik itertentu. iDavid iEason 
imendefi inisikannya isebagai iakibat idari iaktivitas ipemerintah. 
iKemudian iThomas iR. iDye imendefi inisikannya isebagai isegala 
isesuatu iyang idikerjakan ipemerintah, imengapa imereka 




Dari ipemahaman iteoritis itersebut, ikita idapat imerumuskan 
idefinisiisebagai iberikut: 
 “Kebijakan ipublik iadalah ikeputusan iyang idibuat 
ioleh iNegara, ikhususnya ipemerintah, isebagai istrategi 
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iuntuk imerealisasikan itujuan idari iNegara iyang 
ibersangkutan. iKebijakan ipublik iadalah istrategi iuntuk 
imengantar imasyarakat ipada imasa iawal, imemasuki 





Suatu ikebijakan iyang itelah idiformulasikan ioleh 
ipemerintah itidak iakan iberarti itanpa idiikuti idengan ipelaksanaan 
ikebijakan. iPelaksanaan ikebijaksanaan iadalah isesuatu iyang 
ipenting, ibahkan ilebih ipenting idaripada ipembuatan 
ikebijaksanaan, ikarena ikalau itidak iada implementasi imaka 
ikebijaksanaan ihanya iakan iberupa impian iatau irencana ibagus 
iyang itersimpan irapi idalam iarsip. iKarena itu isetiap ikebijakan 
idan iprogram iyang idicanangkan ipemerintah iselalu 




Sedangkan iproses ianalisis ikebijakan ipublik iadalah 
iserangkaian iaktivitas intelektual iyang idilakukan idalam iproses 
ikegiatan iyang ibersifat ipolitis. iAktifitas ipolitis itersebut inampak 
idalam iserangkaian ikegiatan iyang imencakup ipenyusunan iagenda, 
iformulasi ikebijakan, iadopsi ikebijakan, implementasi ikebijakan, 
idan ipe inilaian ikebijakan. iSedangkan iaktifitas iperumusan 
imasalah, iforecasting, irekomendasi ikebijakan, imo initoring, idan 
ievaluasi ikebijakan iadalah iaktivitas iyang ilebih ibersifat 
intelektual.
12
 iAdapun iteori itentang iperumusan ikebijakan, iadalah 
ipijakan iawal idalam ikebijakan ipublik. iDalam ikhasanah iteori 
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iperumusan ikebijakan, iH.A.R iTilaar idan iRiant iNugroho idalam 





a. Teori iKelembagaan 
Formulasi ikebijakan idari iteori ikelembagaan isecara 
isederhana ibermakna ibahwa itugas imembuat ikebijakan 
ipublik iadalah itugas ipemerintah. iJadi, iapapun iyang 
idibuat ipemerintah idengan icara iapapun iadalah 
ikebijakan ipublik. iini iadalah iteori iyang ipaling isempit 
idan isederhana idalam iformulai ikebijakan ipublik. iTeori 
iini imendasarkan ikepada ifungsi-fungsi ikelembagaan 
idari ipemerintah, idi isetiap isektor idan itingkat, idalam 
iformulai ikebijakan. iMenurut iDye iada itiga ihal iyang 
imembenarkan ipendekatan iini, iyaitu ibahwa ipemerintah 
imemang isah imembuat ikebijakan ipublik, ifungsi 
itersebut ibersifat iu iniversal, idan imemang ipemerintah 
imemonopoli ifungsi ipemaksaan i(koersi) idalam 
ikehidupan ibersama. i 
Teori ikelembagaan isebenarnya imerupakan iderivasi 
idari ilmu ipolitik itradisional iyang ilebih imenekankan 
istruktur idaripada iproses iatau iperilaku ipolitik. 
iProsesnya imngandaikan ibahwa itugas iformulasi 
ikebijakan iadalah itugas ilembaga-lembaga ipemerintah 
iyang idilakukan isecara iotonom itanpa iberinteraksi 
idengan ilingkungannya. iSalah isatu ikelemahan idari 
ipendekatan iini iadalah iterabaikannya imasalah-masalah 
ilingkungan itempat ikebijakan iini iditerapkan. 
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b. Teori iProses 
Dalam iteori iini, ipara ipengikutnya imenerima 
iasumsi ibahwa ipolitik imerupakan isebuah iaktivitas 
isehingga imempunyai iproses. iUntuk itu, ikebijakan 
ipublik imerupakan ijuga iproses ipolitik iyang 
imenyertakan irangkaian ikegiatan: 
1) Identifikasi ipermasalahan; imngemukakan ituntutan 
iagar ipemerintah imngambil itindakan. 
2) Menata iagenda iformulasi ikebijakan; imnentukan isu 
iapa iyang idipilih idan ipermasalahan iapa iyang 
ihendak idikemukakan. 
3) Perumusan iproposal ikebijakan; imengembangkan 
iproposal ikebijakan iuntuk imenanga ini imasalah 
itersebut. 
4) Legitimasi ikebijakan; imemilih isatu ibuah iproposal 
iyang idi inilai iterbaik iuntuk ikemudian imencari 
idukungan ipolitik iagar idapat iditerima iebagai 
isebuah ihukum. 
5) Implementasi ikebijakan; imengorga inisasikan 
ibirokrasi, imenyediakan ipelayanan idan ipembayaran, 
idan ipengumpulan ipajak. 
6) Evaluasi ikebijakan; imelakukan istudi iprogram, 
imelaporkan ioutputnya, imengevaluasi ipengaruh 
i(impact) idan ikelompok isasaran idan inonsasaran, 
idan imemberikan irekomendasi ipenyempurnaan 
ikebijakan. 
 
c. Teori iKelompok 
Teori ipengambilan ikebijakan iini imengandaikan 
ikebijakan isebagai ititik ikeseimbangan i(equilibrium). inti 




imenghasilkan ikeseimbangan, idan ikeseimbangan iadalah 
iyang iterbaik. iDisi ini iindividu idalam ikelompok-
kelompok ikepentingan iberinterksi isecara iformal 
imaupun informal, isecara ilangsung iatau imelalui imedia 
imassa imenyampaikan ituntutannya ikepada ipmerintah 
iuntuk imengeluarkan ikebijakan ipublik iyang idiperlukan. 
iDisi ini iperan idari isistem ipolitik iadalah iuntuk 
imanajemen ikonflik iyang imuncul idari iadanya 
iperbedaan ituntutan, imelalui: 
1) Merumuskan iaturan imain iantar ikelompok 
ikepentingan 
2) Menata ikompromi idan imenyeimbangkan 
ikepentingan 
3) Memungkinkan iterbentuknya ikompromi idalam 
ikebijakan ipublik i(yang iakan idibuat) 
4) Memperkuat ikompromi-kompromi itersebut 
Teori ikelompok imerupakan iabtraksi idari iproses 
iformulasi ikebijakan iyang ididalamnya ibeberapa 
ikelompok ikepentingan iberusaha iuntuk imempengaruhi 
isi idan ibentuk ikebijakan isecara interaktif. 
 
d. Teori iElit 
Teori ielit iberkembang idari iteori ielit-massa iyang 
imelandaskan idiri ipada iasumsi ibahwa idalam isetiap 
imayarakat ipasti iterdapat idua ikelompok, iyaitu 
ipemegang ikekuasaan iatau ielit idan iyang itidak 
imemiliki ikekuasaan iatau imassa. iTeori iini 
imengembangkan idiri ikepada ikenyataan ibahwa 
isedemokratis iapapun iselalu iada ibias idalam iformulasi 




iyang idilahirkan imerupakan ipreferensi ipolitik idari ipara 
ielit. 
Ada idua ipe inilaian idalam ipendekatan iini, inegatif 
idan ipositif. iPada ipandangan inegatif idikemukakan 
ibahwa ipada iakhirna idalam isistem ipolitik, ipemegang 
ikekuasaan ipolitiklah iyang iakan imenyelenggarakan 
ikekuasaan isesuai idengan iselera idan ikeinginannya. 
iDalam ikontek iini irakyat idianggap isebagai ikelompok 
iyang isengaja idima inipulasi isedemikian irupa iagar 
itidak imasuk idalam iformulasi ikebijakan. iPemilihan 
iumumpun ibukan ibermakna ipartisipasi imelainkan 
imobilisasi. 
Pandangan ipositif imelihat ibahwa iseorang ielit 
imenduduki ipuncak ikekuasaan ikarena iberhasil 
imemenangkan igagasan imembawa iNegara ibangsa ike 
ikondisi iyang ilebih ibaik idibandingkan idengan 
ipesaingnya. iPemimpin i(elit) ipasti imempunyai ivisi 
itentang ikepemimpinannya, idan ikebijakan ipublik 
iadalah ibagian idari ikaryanya iuntuk imewujudkan ivisi 
itersebut imenjadi ikenyataan. iSoekarno imemilih ipolitik 
isebagai ipanglima isementara iSoeharto imemilih 
iekonomi isebagai ipanglima. iTidak iada iyang isecara i 
imutlak ikeliru,i ini ihanya imasalah iprofesi idari ivisi 
isetiap ielit iserta itentang ibagaimana itujuan iatau icita-
cita ibangsa iyang isudah idisepakati iakan idijala ini 
imelalui ijalur iyang idiyaki ininya. i i i i i i 
Prosesnya, ielit isecara itop idown imembuat ikebijakan 
ipublik iuntuk idiimplementasikan ioleh iadmi inistrator 
ipublik ikepada irakyat ibanyak iatau imassa. iPendekatan 




iantara ipolitik idengan iadmi inistrasi ipublik iyang 
idiikonkan idalam ikonstanta iWoodrow iWilson, iwhere 
ipolitics iend, iadmi inistrations ibegin. 
Jadi iteori ielit imerupakan iabstraksi idari iproses 
iformulasi ikebijakan iyang ikebijakan ipubliknya 
imerupakan iperspektif ielit ipolitik. iPrinsip idasarnya 
iadalah ikarena isetiap ielit ipolitik ingin imempertahankan 
istatus iquo imaka ikebijakannya imenjadi ibersifat 
ikonservatif. iKebijakan-kebijakan iyang idibuat ioleh ipara 
ielit ipolitik itidaklah iberarti iselalu imementingkan 
ikesejahteraan imasyarakat.i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
e. Teori iRasionalisme 
Teori iini imengedepankan igagasan ibahwa ikebijakan 
ipublik isebagai imaximum isocial igain, iyang iberarti 
ipemerintah isebagai ipembuat ikebijakan iharus imemilih 
ikebijakan iyang imemberikan imanfaat ioptimum ibagi 
imasyarakat. iTeori iini idikembangkan idari iteori icost-
benefit ianalysis, isebuah iteori iyang idiawali idi iUS 
iCorps iand iEngines i(semacam iDepartemen iPekerjaan 
iUmum) itahun i1930an idalam irangka imembangun 
ibendungan idan ijembatan. iTidak idipungkiri, iteori iini 
iadalah iteori iyang ibanyak idiikuti idalam ipraktek 
iformulasi ikebijakan ipublik idi iseluruh idu inia. 
Teori iini imengatakan ibahwa iproses iformulasi 
ikebijakan iharuslah ididasarkan ipada ikeputusan iyang 
isudah idiperhitungkan irasionalitasnya. iRasionalitas iyang 
idiambil iadalah iperbandingan iantara ipengorbanan idan 
ihasil iyang idicapai. iDengan ikata ilain, iteori iini ilebih 





Cara-cara iformulasi ikebijakan idisusun idalam 
iurutan: 
1) Mengetahui ipreferensi ipublik idan ikecenderungannya 
2) Menemukan ipilihan-pilihan 
3) Me inilai ikonsekuensi imasing-masing ipilihan 
4) Me inilai irasio isosial iyang idikorbankan 
5) Memilih ialternatif ikebijakan iyang ipaling iefisien 
 
f. Teori inkrementalis 
Teori iini ipada idasarnya imerupakan ikritik iterhadap 
iteori irasional. iPara ipembuat ikebijakan itidak ipernah 
imelakukan iproses iseperti iyang idisyaratkan ioleh 
ipendekatan irasional ikarena imereka itidak imemiliki 
icukup iwaktu, intelektual, imaupun ibiaya, iada 
ikekawatiran iakan imunculnya idampak iyang itidak 
idiinginkan iakibat ikebijakan iyang ibelum ipernah idibuat 
isebelumnya, iadanya ihasil-hasil idari ikebijakan 
isebelumnya iyang iharus idipertahankan, idan 
imenghindari ikonflik. 
Teori iini iberpendapat ibahwa ikebijakan ipublik 
imerupakan ivariasi iataupun ikelanjutan idari ikebijakan 
imasa ilalu. iTeori iini ijuga idapat idikatakan isebagai 
iteori ipragmatis/praktis. iPendekatan iini idiambil iketika 
ipengambilan ikebijakan iberhadapan idengan 
iketerbatasan iwaktu, iketersediaan informasi, idan 
ikecukupan idana iuntuk imelakukan ievaluasi ikebijakan 
isecara ikomprehensif. iPengambilan ikebijakan 
idihadapkan ipada iketidakpastian iyang imuncul 




ikebijakan idi imasa ilalu idengan ibeberapa imodifikasi 
iseperlunya. iPilihan iini ibiasanya idilakukan ioleh 
ipemerintahan iyang iberada idi ilingkungan imasyarakat 
iyang ipluralistik, iyang imembuatnya itidak imungkin 
imembuat ikebijakan ibaru iyang idapat imemuaskan 
iseluruh iwarga. inti idari ikebijakan iini iadalah iberusaha 
imempertahankan ikomitmen ikebijakan idi imasa ilalu 
iuntuk imempertahankan ikinerja iyang itelah idicapai. 
 
g. Teori iPengamatan iTerpadu 
Teori iini imerupakan iupaya imenggabungkan iantara 
iteori irasional idengan iteori incremental. iinisiatornya 
iadalah ipakar isosiolog iorga inisasi, iAmitai iEtzio ini 
itahun i1967. ia imemperkenalkan iteori iini isebagai isuatu 
ipendekatan iterhadap iformulasi-formulasi ikeputusan 
ipokok idan incremental, imenetapkan iproses-proses 
iformulasi ikebijakan ipokok idan iurusan itinggi iyang 
imenentukan ipetunjuk-petunjuk idasar, iproses-proses 
iyang imempersiapkan ikeputusan-keputusan ipokok, idan 
imenjalankan isetelah ikeputusan itu itercapai. iTeori iini 
ibisa idiibaratkan idengan idua ikamera iyaitu idengan 
iwide iangle iuntuk imelihat ikeseluruhan, idan ikamera 
idengan izoom iuntuk imelihat idetailnya. 
Pada idasarnya iteori iini iadalah iteori iyang iamat 
imenyederhanakan imasalah. iEtzio ini ipun ihanya 
imemperkenalkan idalam isebuah ipapernya idalah iAdmi 
inistration iReview iDesember i1967 idengan ijudul 






h. Teori iDemokratis 
Beberapa ipengajar idi iIndonesia ibelakangan iini 
isering imengolabirasi isebuah iteori iyang iberintikan 
ibahwa ipengambilan ikeputusan iharus isebanyak 
imungkin imengelaborasi isuara idari istakeholders. iTeori 
iini idikatakan isebagai iteori idemokratis ikarena 
imenghendaki iagar isetiap ipemilik ihak idemokrasi 
idiikutsertakan isebanyak-banyaknya. 
Teori iini iberkembang ikhususnya idi iNegara-negara 
iyang ibaru isaja imengalami itransisi ike idemokrasi 
iseperti iIndonesia. iGambaran isederhananya idapat 
idiandaikan idalam isebuah ipengambilan ikeputusan 
idemokrasi idalam iteori ipolitik. iTeori iini ibiasanya 
idikaitkan idengan implementasi igood igovernance ibagi 
ipemerintahan iyang imengamanatkan iagar idalam 
imembuat ikebijakan, ipara ikonstituten idan ipemanfaat 
idiakomodasi ikeberadaannya. 
Teori iyang idekat idengan iteori ipilihan ipublik iini 
ibaik, inamun ikurang iefektif idalam imengatasi imasalah-
masalah iyang ikritis, idarurat, idan idalam ikelangkaan 
isumber idaya. iNamun, ijika idapat idilaksanaan iteori iini 
isangat iefektif idalam implementasinya, ikarena isetiap 
ipihak imempunyai ikewajiban iuntuk ikut iserta imencapai 
ikeberhasilan ikebijakan, ikarena isetiap ipihak 
ibertanggungjawab iatas ikebijakan iyang idirumuskan. 
 
i. Teori iStrategis 
Pendekatan iini ipada intinya iadalah ibahwa 
ipendekatan imenggunakan iruntutan iperumusan istrategi 




iOlsen idan iEadie iuntuk imerumuskan imakna 
iperencanaan istrategis, iyaitu iupaya iyang ididisiplinkan 
iuntuk imembuat ikeputusan idan itindakan ipenting iyang 
imembentuk idan imemadu ibagaimana imenjadi iorga 
inisasi, imengapa iorga inisasi imengerjakan ihal iseperti 
itu. i 
Perencanaan isrtategis ilebih imensyaratkan 
ipengumpulan informasi isecara iluas, ieksplorasi 
ialternatif, idan imenekankan implikasi imasa idepan 
idengan ikeputusan isekarang. iPerencanaan istrategis 
ilebih imemfokuskan ikepada ipengidentifiksian idan 
ipemecahan isu-isu, ilebih imenekankan ikepada ipe 
inilaian iterhadap ilingkungan idi iluar idan ididalam iorga 
inisasi, idan iberorientasi ipada itindakan. 
Proses iperumusan istrategi isendiri idisusun idalam 
ilangkah-langkah isebagai iberikut: 
1) Memprakarsai idan imenyepakati iproses iperencanaan 
istrategis iyang imeliputi ikegiatan 
2) Memahami imanfaat iproses iperencanaan istrategis, 
imengembangkan ikesepakatan iawal 
3) Merumuskan ipanduan iproses 
4) Memperjelas imandat idan imisi iorga inisasi, iyang 
imeliputi ikegiatan iperumusan imisi idan imandat 
iorga inisasi 
5) Me inilai ikekuatan idan ikelemahan, ipeluang idan 
iancaman 
6) Mengidentifikasi isu istrategis iyang idihadapi iorga 
inisasi 





j. Teori iPermainan 
Teori iini ibiasanya ijuga idisebut isebagai iteori 
ikonspirasi. iTeori ipermainan isudah imulai imengemuka 
isetelah iberbagai ipendekatan iyang isangat irasional itidak 
idapat imenjawab ipertanyaan-pertanyaan iyang imuncul 
iyang isulit iditerangkan idengan ifakta-fakta iyang 
itersedia, ikarena isebagian ibesar idari ikepingan ifakta 
itersebut itersembunyi. iGagasan ipokok idari ikebijakan 
idalam iteori ipermainan iadalah, ipertama, iformulasi 
ikebijakan iberada idalam isituasi ikompetisi iyang intensif, 
idan ikedua, ipara iaktor iberada idalam isituasi ipilihan 
iyang itidak independen ike idependen imelainkan isituasi 
ipilihan iyang isama-sama ibebas iatau independen. 
Teori ipermainan iadalah iteori iyang isangat iabstrak 
idan ideduktif idalam iformulasi ikebijakan. iTeori iini 
imendasarkan ipada iformulasi ikebijakan iyang irasional, 
inamun idalam ikondisi ikompetisi iyang itingkat 
ikeberhasilan ikebijakannya itidak ilagi ihanya iditentukan 
ioleh iaktor ipembuat ikebijakan, inamun ijuga iaktor ilain. 
Konsep ikunci idari iteori ipermainan iadalah istrategi 
iyang ikonsep ikuncinya ibukanlah iyang ipaling ioptimum 
inamun iyang ipaling iaman idari iserangan ilawan. iJadi 
ididasarnya ikonsep iini imempunyai itingkat 
ikonservatifitas iyang itinggi, ikarena ipada intinya iadalah 
istrategi idefensif. iPendekatan iteori ipermainan iini idapat 
ipula idikembangkan isebagai istrategi iofensif iterlebih 
iapabila iyang ibersangkutan iberada idalam iposisi 
isuperior. 
Inti idari iteori ipermainan iyang iterpeting iadalah 




isetiap iNegara, isetiap ipemerintahan, isetiap imasyarakat 
itidak ihidup idalam ivakum. iKetika ikita imengambil 
ikeputusan imaka ilingkungan itidak ipasif, imelainkan 
imembuat ikeputusan iyang ibisa imenutunkan ikeevektifan 
ikeputusan ikita. iDisi ini iteori ipermainan imemberikan 
ikontribusi iyang ipaling ioptimal. i 
 
k. Teori iPilihan iPublik 
Teori ikebijakan iini imelihat ikebijakan isebagai 
isebuah iproses iformulasi ikeputusan ikolektif idan 
iindividu-iindividu iyang iberkepentingan iatas ikeputusan 
itersebut. iAkar ikebijakan iini isendiri iberakar ipada iteori 
iekonomi ipilihan ipublic iyang imengandaikan ibahwa 
imanusia iadalah ihomo ieconomic iyang imemiliki 
ikepentingan-kepentingan iyang iharus idipuaskan. iPada 
intinya isetiap ikebijakan ipublik iyang idibuat ioleh 
ipemerintah iharus imerupakan ipilihan idari ipublik iyang 
imenjadi ipengguna. iProses iformulasi ikebijakan ipublik 
idengan idemikian imelibatkan ipublik imelalui ikelompok-
kelompok ikepentingan. iSecara iumum, iini iadalah 
ikonsep iformulasi ikebijakan ipubliik iyang ipaling 
idemokratis ikarena imember iruang iyang iluas ikepada 
ipublik iuntuk imengontribusikan ipilihan-pilihannya 
ikepada ipemerintah isebelum idiambil ikeputusan. iSebuah 
ipemikiran iyang idilandasi igagasan iJohn iLocke ibahwa 
ipemerintah iadalah isebuah ilembaga iyang imuncul idari 
ikontrak isosial idiantara iindividu iwarga imasyarakat. 
Teori iini imembantu iuntuk imenjelaskan, ikenapa 
ipara ipemenang ipemilu iacap ikali igagal imemberikan 




iberkepentingan ikepada ipubliknya iyaitu ipara ipemberi 
isuara iatau ipendukungnya. iTeori iini ijuga imembantu 
ikita iuntuk imemahami ikenapa ikebijakan-kebijakan 
ipublik itempatnya iselalu itengah-tengah idari ikebijakan 
iyang iliberal imaupun iyang ikonservatif. 
Teori ikebijakan ipublik, imeski ideal idalam ikonteks 
idemokrasi idan ikontrak isosial, inamun imemiliki 
ikelemahan ipokok idalam irealitas interaksi itu isendiri, 
ikarena interaksi iakan iterbatas ipada ipublik iyang 
imempunyai iakses, idan idisisi ilain iterdapat 
ikecenderungan idari ipemerintah iuntuk imemuaskan 
ipemilihnya idaripada imasyarakat iluas. 
 
l. Teori iSistem 
Pendekatan iini ipertama ikali idikenalkan ioleh iDavid 
iEaston iyang imelakukan ianalogi idengan isistem 
ibiologi. iPada idasarnya isystem ibiologi imerupakan 
iproses interaksi iantara imakhluk ihidup idengan 
ilingkungannya, iyang iakhirnya imenciptakan 
ikelangsungan iperubahan ihidup iyang irelatif istabil. 
iDalam iterminologi iini iEaston imenganalogikannya 
idengan ikehidupan isistem ipolitik. iDalam ipendekatan 
iini idikenal itiga ikomponen: input, iproses, idan ioutput. 
iSalah isatu ikelemahan idari ipendekatan iini iadalah 
iterpusatnya iperhatian ipada itindakan-tindakan iyang 
idilakukan ipemerintah, idan ipada iakhirnya ikehilangan 
iperhatian ipada iapa iyang itidak ipernah idilakukan 
ipemerintah. i 
Jadi, iformulasi ikebijakan ipublik idengan iteori 




ihasil iatau ioutput idari isistem i(politik). iTeori iini 
imerupakan iteori iyang ipaling isederhana inamun icukup 
ikomprehensif imeski itidak imemadai ilagi iuntuk 
idipergunakan isebagai ilandasan ipengambilan iputusan 
iatau iformulasi ikebijakan ipublik. 
 
m. Teori iDeliberatif 
Toeri ideliberatif iatau imusyawarah ipada iperumusan 
ikebijakan idapat ijuga idilihat ipada ibagian ianalisis 
ikebijakan idengan iteori ideliberative ipolicy ianalysis idi 
idepan. iSebagaimana idikemukakan isebelumnya, iteori 
iini idikembangkan ioleh iMaarten iHajer idan iHenderik 
iWagenaar i(2003) idengan imengembangkan ikonsep iini 
idari iFrank iFischer idan iJohn iForester iyang imenulis 
iThe iArgumentative iTurn in iPolicy iAnalysis iand iPlan 
ining i(1993). istilah ilain iyang idigunakan iadalah 
icollaborative ipolicy imaking. iProses ianalis ikebijakan 
ipublik iteori imusyawarah iini ijauh iberbeda idengan 
iteori-teori iteknokratik, ikarena iperan idari ianalis 
ikebijakan ihanya isebagai ifasilitator iagar imasyarakat 
imenemukan isendiri ikeputusan ikebijakan iatas idirinya 
isendiri. 
Peran ipemerintah idisi ini ilebih isebagai ilegalisator 
idari ikehendak ipublik. iSementara iperan ianalis 
ikebijakan iadalah isebagai iprosesor iproses idialog 
ipublik iagar imenghasilkan ikeputusan ipublik iuntuk 
idijadikan isebagai ikebijakan ipublik. 
 
Kebijakan imempunyai itujuan imenyelesaikan ipersoalan 




ime inimbulkan ipersoalan ibaru, itetapi idengan iadanya ikebijakan 
ipermasalahan iyang iterselesaikan imaka idari itu ikebijakan ipublik 
iharus imenjadi isolusi idan ipenyelesaian iterhadap ipersoalan iyang 
itengah idihadapi ioleh imasyarakat. iKebijakan ipublik ijuga 
imenjadi ipilar ipembangunan inasional, ipe iningkatan 
ikesejahteraan ibagi imasyarakat, ipenguatan iekonomi, ibudaya, 
isosial, idan ipolitik. 
Kebijakan ipublik idalam isistem idemokrasi iharus 
imencerminkan ipartisipasi ipublik, ikonsistensi ipada ilaw 
ienforcement iyang iberbuara ipada iketeraturan isosial idan 
iberujung ipada ikesejahteraan isosial. iKebijakan ipublik idi inegara 
ihukum iberhubungan idengan ikepatuhan iterhadap ihukum. 
iMeskipun iberkaitan idengan idampak iluas iyang iditimbulkan 
iuntuk ikepentingan imasyarakat, inamun ikepatuhan iterhadap 
ihukum itu ipenting iagar ikebijakan itidak imelampaui iwewenang 
idan imengambil ijarak idengan isewenang iwenang. 
Pemerintah iseringkali imemberikan ipenjelasan iyang 
imengambang, itidak ikokoh idan ikurang idapat imemberikan 
iargumentasi iyang iberorientasi ikepada i“mutual ibenefit” iantara 
iPemerintah isebagai ipihak ipembuat ikebijakan idan imasyarakat 
isebagai ipenerima idari isebuah ikebijakan. iHal iini iyang 
ibelakangan iini isering ime inimbulkan imisinterpretasi iterhadap 
ikebijakan-kebijakan ibaik iyang isedang idisusun imaupun isedang 
idilaksanakan ioleh ipemerintah. iSetiap ikebijakan idari isaat 
imenjadi iagenda, iperumusan, ipenetapan, ipelaksanaan, ihingga 
ievaluasi iharus imenjadikan ikomu inikasi isebagai ifaktor ipenting 
idan iberperan isig inifikan. iBagaimanapun, ipersoalan informasi, 
ikoordinasi, isosialisasi, idan ipersuasi imenjadi icontoh ibahwa 
ikomu inikasi itidak iboleh idiabaikan idari irangkaian iproses 




Kebijakan ipublik ipasti idiikuti ioleh ireformasi iyang 
imelekat idalam iaspek iaspek ikebijakan ipublik. iReformasi 
ikebijakan iyang idibangun idalam ipenentuan iformula ikebijakan 
imenjadi ititik ikunci idari ikeberhasilan isuatu iprogram iyang 
imenjadi ioutput idari ikebijakan ipublik. iAspek ievaluasi ikebijakan 
ipublik imenjadi iranah ibagi iaktor ikebijakan iuntuk imengetahui 
iapakah ikebijakan ipublik iyang isudah idilakukan iberjalan isesuai 
iplan ining iatau imereview ikendala ikendala iyang iterjadi iselama 
implementasi ikebijakan. 
Formulasi ikebijakan, implementasi ikebijakan, imaupun 
ievaluasi ikebijakan iadalah itindakan ikebijakan ipublik iyang 
idilakukan iberdasarkan ikepentingan iterhadap ipublik, idi isamping 
itu iuntuk imembentuk isebuah ipencapaian idari ikebijakan itersebut 
iagar itercapai isesuai idengan iyang idiharapkan. iMaka iporsi 
ireformasi ikebijakan imenjadi ipenting isetelah irekomendasi iatau 
isaran idalam ievaluasi ikebijakan ipublik. 
Reformasi ikebijakan imelekat idalam iproses ikebijakan 
ipublik. iFormulasi ikebijakan idilakukan iberdasarkan ikebutuhan 
isecara ilangsung iatau itidak ilangsung idiawali ioleh iproses 
ipengamatan, ipenelitian, ipengkajian idan iberbagai ianalisis 
isebelum irumusan ikebijakan itu iditetapkan; imulai idari iserap 
iaspirasi imasyarakat iyang idilakukan iberdasarkan ikebutuhan idan 
ikondisi imasyarakat. iKeinginan isecara imenyeluruh iatas 
idibuatnya isebuah ikebijakan iadalah iberdasarkan ipada 
ikepentingan imasyarakat isecara inasional. iProses iformulasi 
ikebijakan ijuga isalah isatunya iadalah iadanya ituntutan imasyarakat 
ikepada ipemerintah isebagai ibentuk ipenyampaian ikebutuhan 
ibersama. 
Reformasi ikebijakan ibergerak isetelah ievaluasi ikebijakan 




idihentikan iatau idengan iformula iyang ilain itetapi idengan 
iformula iyang isama. iFungsi ireformasi ikebijakan iadalah 
imenentukan iprogram iyang isudah idijalankan iuntuk idilakukan 
ireformulasi ikebijakan, isehingga ikebijakan ipublik isesuai idengan 
ikebutuhan, itepat isasaran, itepat iguna, idan itepat iwaktu iserta 
imenjadi ikebijakan ipublik iyang imenghasilkan iprogram iprogram 
iyang ilebih ibaik idan iberkualitas. 
Di isamping itu, iformulasi ikebijakan ijuga idilakukan idengan 
iberbagai ikajian isecara ilmiah iuntuk imengetahui iaspek 
ikemanfaatan idan ikemudharatan isuatu ikebijakan. itu isemua 
iberangkat idari ikonsep ireformasi iyang imembutuhkan iperbaikan 
iatau iperubahan iterhadap ikebijakan iyang isudah iada iatau 
imerupakan ipengembangan idari ikebijakan iyang isudah 
idijalankan. iSehingga idibutuhkan ikebijakan ibaru isebagai ibagian 
idari iregulasi iuntuk imemenuhi ikebutuhan imasyarakat. 
Reformasi ikebijakan ipublik itidak iberdiri isendiri idalam 
iperubahan idan ipembaharuan ikebijakannya. iKonsep ireformasi 
ikebijakan iberimplikasi ikepada ireformasi ibirokrasi idan ireformasi 
iadmi inistrasi. iKeterkaitan iantara iketiga ireformasi iini imenjadi 
ikondisi iyang isangat idiharapkan idalam ipemerintahan iset iini. 
Reformasi iyang idibangun imembentuk isebuah ikonsepsi 
idasar iyang imenjadi ituntut, iaspirasi, imaupun itemuan isecara 
ilmiah iyang iselanjutnya iakan imembentuk ikerangka iformulasi 
isebagai idasar ibagi ipemerintah iuntuk imembuat isebuah ikebijakan 
ipublik. iSetelah iproses ireformasi idilakukan idalam iformulasi 
ikebijakan imaka iakan imembentuk isebuah iformulasi ikebijakan 
iyang iutuh iuntuk ikemudian iditindak ilanjuti isebagai ipembuatan 
ikebijakan 
Kebijakan isering ikali igagal ikarena itidak idisertai idengan 




ikebutuhan imasyarakat. iBaik iatau itidaknya isebuah iperencanaa 
iditentukan idari iapa iyang imenjadi iorientasi ikebijakan itersebut, 
ibagaimana iproses iperumusan iformulasi idilakukan, idan isiapa 
iyang imenjadi isubyek idan iobyek idari ikebijakan itersebut 
ikebijakan iyang ibaik idipengaruhi ioleh iunsur idan ibanyak iaspek 
iyang imenentukan, imulai idari iawal imula isebuah ikebijakan iakan 
idilakukan ihingga ireformasi ikebijakan iuntuk ikedapatan 
ikebijakan iyang irelevan idan isesuai idengan ikebutuhan. 
Kebijakan itentunya itidak ibisa iberdiri isendiri. iKebijakan 
iditopang ioleh ikebijakan ilain iyang isaling ibersentuhan isebagai 
ibagian idari isebuah ikebijakan imakro. iKebijakan imembutuhkan 
ijaringan iyang idapat imengomu inikasikan iantara ikebijakan iyang 
isatu idengan ikebijakan iyang ilain, isehingga iketerkaitan idengan 
iterhadap iprogram iyang isatu idengan iprogram iyang ilainnyadapat 
iberkesinambungan idan ibersinegri. iOleh ikarena itu, ipenting 
iuntuk imembangun ijaringan idalam isebuah ikebijakan isebagai 
ibentuk ikolaborasi iefektif imembangun itujuan ikebijakan isecara 
inasional imaupun internasional. 
Kebijakan itidak iakan iberjalan idengan ilancar itanpa iadanya 
ipartisipasi idari imasyarakat. iPartisipasi imasyarakat iadalah ike 
iniscayaan idalam ikebijakan ipublik. iMasyarakat isebagai iwarga 
inegara imempunyai itanggung ijawab iyang isama iuntuk 
imembentuk ipemerintahan imenjadi ilebih ibaik, iyaitu imelalui 
iperan iaktif idalam iberbagai iprogram ipemerintah imaupun 
imendukung isecara ilangsung iatau itidak ilangsung iterhadap 
ikebijakan ikebijakan iyang idilakukan ioleh ipemerintah. iKebijakan 
itidak ibisa idilepaskan idari iperan iserta imasyarakat idalam 
ipelaksanaannya. iPartisipasi imasyarakat isangat imenentukan 
isukses iatau itidaknya ikebijakan ipublik. iMasyarakat itidak ihanya 
imenjadi iobjek ikebijakan, itetapi imenjadi isubjek iyang 




3. Human iTrafficking 
Negara iberkewajiban imemberikan ikesejahteraan ibagi 
irakyatnya. iUpaya ipembangunan iNegara ini, ibertujuan iuntuk 
imemberikan ipeluang iyang iluas ibagi irakyat iagar imampu imeraih 
ikesejahteraan isesuai idengan iamanat ikonstitusi.Wujud inyata 
ipembangunan iadalah idengan iterselenggaranya infrastruktur 
iseperti idalam ipendidikan, ilapangan ipekerjaan, ikesehatan idan 
isebagainya. ironisnya, iselama i67 itahun ikemerdekaan ini, 
ipembangunan iyang idiselenggarakan itidak iberjalan isebagaimana 
imestinya. iHal ini iditunjukkan idengan imasih irendahnya itingkat 
isumber idaya imanusia, imasih ibanyaknya ipengangguran, 
imasyarakat iberpendidikan irendah, idan ikemiskinan. 
Perdagangan iorang imerupakan ibentuk ikejahatan 
itransnasional iyang isemakin imarak iterjadi idi idalam imaupun 
ilintas ibatas inegara isehingga isemakin isulit iuntuk idiprediksi. 
iHal ini idapat idiibaratkan ijuga iseperti ifenomena igunung ies, 
iterlihat ikecil idipermukaan inamun ibesar ididasarnya. iArtinya, 
iangka iyang itersembunyi idi ibawah ipermukaan ijauh ilebih ibesar 
iketimbang iyang iterlihat idi ipermukaan. iMunculnya iperdagangan 
iorang iseringkali iterjadi ipada ikondisi iseseorang iyang irentan, 
idiantaranya iyang iseringkalimenjadi ikorban iadalah iperempuan 
idan ianak-anak iyang idikategorikan ipada ikondisi iyang ilemah. 
iBanyaknya ikasus ieksploitasi iterhadap iperempuan idan ianak 
idikarenakan ipada ialasan iposisi ipara iperempuan idi ikeluarga 
isebagai ibukan ikepala irumah itangga i(dianggap isebagai ipengurus 
irumah), isulitnya imencari ipekerjaan idan imasalah ikemiskinan 
iatau iekonomi idijadikan ialasan ipaling iutama isehingga 
iperdagangan iorang imasih iterus imeningkat.
14
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Pengertian iperdagangan iorang isampai isaat ini imasih 
ibelum idapat idiunifikasikan isecara imenyeluruh ikarena idalam 
ibeberapa iketentuan idan ipendapat imemiliki ipandangan imasing-
masing iterhadap ipengertian iperdagangan iorang. iPengertian 
iperdagangan iorang iberfungsi isebagai ipatokan iterhadap isuatu 
iperbuatan iyang idigolongkan isebagai iperbuatan iyang imerupakan 
iperdagangan iorang. iPengertian iperdagangan iorang itelah 
idikemukakan ioleh ibeberapa ikalangan. iNamun, ipengertian 
itersebut imasih iterlalu iluas, idimana itidak idapat imenjadi 
ipatokan iuntuk isuatu iperuatan iyang idianggap isebagai 
iperdagangan iorang. iOleh ikarena ihal itersebut, ipengertian 
iperdagangan iorang iharus ijelas idan ipasti isehingga ipengertian 
itersebut imenjadi isuatu ipatokan idalam imenentukan isuatu 
iperbuatan imerupakan iperdagangan iorang. 
Persatuan iBangsa-Bangsa i(PBB) imendefi inisikan 
itrafficking isebagai i: iPerekrutan, ipengiriman, ipemindahan, 
ipenampungan, iatau ipenerimaan iseseorang, idengan iancaman, 
iatau ipenggunaan ikekerasan, iatau ibentuk-bentuk ipemaksaan ilain, 
ipenculikan, ipe inipuan, ikecurangan, ipenyalahgunaan ikekuasaan 
iatau iposisi irentan, iatau imemberi iatau imenerima ibayaran iatau 
imanfaat iuntuk imemperoleh ijin idari iorang iyang imempunyai 
iwewenang iatas iorang ilain, iuntuk itujuan ieksploitasi. i(Protokol 
iPBB itahun i2000 iuntuk iMencegah, iMenanggulangi idan 
iMenghukum iTrafficking iterhadap iManusia, ikhususnya 
iperempuan idan ianak-anak; iSuplemen iKonvensi iPBB imengenai 
iKejahatan iLintas iBatas iNegara). 
Perdagangan iorang i(human itrafficking) imenurut iDefinisi 
idari iPasal i3 iProtokol iPBB iberarti iperekrutan, ipengiriman, 
ipemindahan, ipenampungan, iatau ipenerimaan iseseorang, idengan 
iancaman iatau ipenggunaan ikekerasan iatau ibentukbentuk ilain 




ipenyalahgunaan ikekuasaan iatau iposisi irentan iatau imemberi 
iatau imenerima ipembayaran iatau imemperoleh ikeuntungan iagar 
idapat imemperoleh ipersetujuan idari iseseorang iyang iberkuasa 
iatas iorang ilain, iuntuk itujuan ieksploitasi. iEksploitasi itermasuk 
ipaling itidak ieksploitasi iuntuk imelacurkan iorang ilain iatau 
ibentuk-bentuk ilain idari ieksploitasi iseksual, ikerja iatau 
ipelayanan ipaksa, iperbudakan iatau ipraktek-praktek iserupa 
iperbudakan, ipenghambaan iatau ipengambilan iorgan itubuh
15
 
Dari idefinisi itersebut, idapat idisimpulkan ibahwa istilah 
itrafficking imerupakan: 
a. ”Perdagangan imanusia” iadalah iperekrutan, ipengiriman, 
ipemindahan, ipenampungan iatau ipenerimaan iseseorang, 
idengan iancaman iatau ipenggunaan ikekerasan iatau ibentuk-
bentuk ilain idari ipemaksaan, ipenculikan, ipe inipuan, 
ikebohongan, iatau ipenyalahgunaan ikekuasaan iatau iposisi 
irentan iatau imemberi iatau imenerima ipembayaran iatau 
imemperoleh ikeuntungan iagar idapat imemperoleh 
ipersetujuan idari iseseorang iyang iberkuasa iatas iorang ilain, 
iuntuk itujuan ieksploitasi. iEksploitasi itermasuk, ipaling 
itidak, ieksploitasi iuntuk imelacurkan iorang ilain iatau 
ibentuk-betuk ilain idari ieksploitasi iseksual, ikerja iatau 
ipelayanan ipaksa, iperbudakan iatau ipraktik-praktik iserupa 
iperbudakan, iperhambaan iatau ipengambilan iorgan itubuh; 
b. Persetujuan ikorban iperdagangan imanusia iterhadap 
ieksploitasi iyang idimaksud iyang idikemukakan idalam 
isubalinea i(a) i 
c. Perekrutan, ipengiriman, ipemindahan, ipenampungan iatau 
ipenerimaan iseorang ianak iuntuk itujuan ieksploitasi 
idipandang isebagai i“perdagangan imanusia” ibahkan ijika 
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ikegiatan iini itidak imelibatkan i isatu ipun icara iyang 
idikemukakan idalam isubalinea i(a) i 
d. “Anak” iadalah isetiap iorang iyang iberumur idi ibawah 
idelapan ibelas itahun. 
 
Kasus itrafficking in iperson idi i iIndonesia imerupakan 
iakibat itidak ihanya idari irendahnya isumber idaya iorang idan 
iekonomi imelainkan ijuga iakibat iadanya ikrisis ihukum. 
iRendahnya itingkat iekonomi idan ikualitas iSDM imenjadi 
ipenyebab imaraknya ikasus iperdagangan iorang 
i(trafficking).Banyak imasyarakat iyang iberpendidikan irendah idan 
itidak imemiliki iskill idimanfaatkan ioleh ioknum iyang itidak 
ibertanggung ijawab iuntuk ibekerja idengan iming-iming iakan 
imendapatkan ihasil iyang imelimpah. iNamun itidak idisangka, 
iming-iming iyang idijanjikan ijustru iterjebak imenjadi ikorban 
iperdagangan iorang. iKarena itelah imenjadi imilik inangnya, 
ibanyak ikorban idilakukan isecara itidak imanusiawi. inilah igaya 
iperbudakan ipada izaman imodern.Tidak ihanya itu, ikasus 
iperdagangan iorang ijuga imeliputi ipenjualan ibayi ioleh iorang itua 
iatau iorang ilain iuntuk imendapatkan iuang. i 
Sedangkan iGlobal iAlliance iAgainst iTraffic in iWoman 
i(GAATW) imendefi inisikan iperdagangan i(trafficking): iSemua 
iusaha iatau itindakan iyang iberkaitan idengan iperekrutan, 
ipembelian, ipenjualan, itransfer, ipengiriman, iatau ipenerimaan 
iseseorang idengan imenggunakan ipe inipuan iatau itekanan, 
itermasuk ipengunaan iancaman ikekerasan iatau ipenyalahgunaan 
ikekuasaan iatau ililitan ihutang idengan itujuan iuntuk 
imenempatkan iatau imenahan iorang itersebut, ibaik idibayar iatau 
itidak, iuntuk ikerja iyang itidak idiinginkan i(domestik iseksual iatau 




idalam isuatu ilingkungan ilain idari itempat idimana iorang itu 
itinggal ipada iwaktu ipenipuan, itekanan iatau ililitan ihutang 
ipertama ikali. 
Definisi iperdagangan iorang i(human itrafficking) imenurut 
iUndang-Undang iNomor i21 iTahun i2007 itentang iPemberantasan 
iTindak iPidana iPerdagangan iOrang, iyaitu: iPasal i1 i(ayat i1); 
iTindakan iperekrutan, ipengangkutan, iatau ipenerimaan iseseorang 
idengan iancaman ikekerasan, ipenggunaan ikekerasan, ipenculikan, 
ipenyekapan, ipemalsuan, ipenipuan, ipenyalahgunaan ikekuasaan 
iatau iposisi irentan, ipenjeratan iutang iatau imemberi ibayaran iatau 
imanfaat, isehingga imemperoleh ipersetujuan idari iorang iyang 
imemegang ikendali iatas iorang ilain itersebut, ibaik iyang 
idilakukan idi idalam iNegara imaupun iantar iNegara, iuntuk itujuan 
ieksploitasi iatau imengakibatkan iorang itereksploitasi 
Dari idefinisiiini, idapat idisimpulkan ibahwa istilah 
iperdagangan i(trafficking) imengandung iunsur-unsur isebagai 
iberikut: 
a. Rekrutmen idan itransportasi imanusia 
b. Diperuntukkan ibekerja iatau ijasa/melaya ini 
c. Untuk ikepentingan ipihak iyang imemperdagangkan 
Kasus iperdagangan iorang ipada ikenyataannya iyang ibanyak 
imenjadi ikorban iadalah iperempuan idan ianak ikarena imerekalah 
iyang isering imenjadi isasaran idan idianggap ipaling irentan. 
iKorban iperdagangan iorang ibiasanya iditipu, idiberlakukan isecara 
itidak imanusiawi, idan idieksploitasi. iBentuk-bentuk 
ieksploitasiisendiri idi iantaranya idengan icara imemperlakukan 
ikorban iuntuk ibekerja iyang imengarah ipada ipraktik-praktik 
ieksploitasi iseksual, iperbudakan, isampai ipenjualan ibayi iyang 








Berdasarkan ipemaparan iyang itelah idisampaikan idiatas, 
imaka ibentuk-bentuk idari ihuman itrafficking iini idapat 
idikalsifikasikan isebagai iberikut i: 
a. Berdasarkan itujuan ipengirimannya, idapat idibedakan 
imenjadi iperdagangan idalam inegeri i(internal-trafficking) 
idan iperdagangan imanusia iantar inegara/lintas ibatas 
i(international itrafficking); 
b. Berdasarkan ikorbannya, iterbagi ikepada iperdagangan 
iperempuan, iperdagangan ianak idan iperdagangan ipria; 
c. Berdasarkan iperuntukannya i(eksploitasi), iterbagi ikepada 
ieksploitasi iseksual idan ieksploitasi inon isesksual. iYang 
idapat idigolongan isebagai ibentuk ieksploitasi iseksual, 
iseperti i: iPelacuran isecara ipaksa, iKawin ipaksa i(forced 
imarriages) idan iKawin ilewat iperantara i(mail iborder 
iBrokered ior imail iorder ibrides). isedangkan, iyang 
itermasuk ike idalam ikategori ieksploitasi inon iseksual 
idiantaranya i: iKerja ipaksa i(force ilabor) idan iPerdagangan 
iorgan itubuh imanusia 
 
Modus idan ibentuk iperdagangan iorang imenurut iHarkristuti 
iHarkrisnowo imengatakan iBahwa ibeberapa iyang idapat idicatat 
idari itemuan idilapangan isebagai iberikut:
17
 
1. Pengiriman iTKI ikeluar inegri itanpa iadanya idokumen 
iresmi iatau idengan idokumen iresmi iyang idipalsukan 
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idengan iberkedok iberbagai ikegiatan ilegal, imisalnya 
i“misi ikebudayaan”. i 
2. Penempatan itenaga ikerja idi idalam inegri iuntuk idi 
ieksploitasi isecara iseksual. i 
3. Penyelenggaraan iperkawinan ibebrbatas iwaktu ihanya 
imenggalisasi ihubungan isesksual iyang idimaksudkan 
iuntuk ijangka iwaktu itertentu idengan imendapat 
ikompensasi ifinansial i(kawin ikontrak) iyang ibiasa 
idilakukan ioleh ilelaki ipekerja iasing idengan iperempuan 
i iIndonesia. i 
4. Penyelenggaraan iperkawinan iantar inegara imelalui 
ipesanan i(mail iorder ibride) idan isipengantin iperempuan 
isama isekali itidak imengetahui ikondisi isebenarnya idari 
icalon isuaminya. 
5. Pertukaran ianak-anak iuntuk imenjadi ipekerja idijerman 
idengan iupah iyang isangat im iinim, ikondisi ikerja iyang 
imengancam ikesehatan itubuh, ikesehatan imental, iserta 
imoral imereka. i 
6. Pengangakatan ianak iatau ibayi iyang idilakukan itanpa 
iProses iyang ibenar i(due iprocess iof ilaw). 
Harkristuti iHarkrisnowo imemperoleh idata itentang ibentuk-
bentuk iperdagangan iorang idi i iIndonesia iantara ilain 
iPerdagangan iperempuan idan ianak-anak iuntuk idijadikan isebagai 
ipekerja idalam irumah itangga; iorang-orang itersebut idijadikan 
ipekerja iyang idimana ibekerja idi iklub-klub imalam iatau idi 
itempat iyang ilain isama ipercis idan idijadikan isebagai imodel, 
iartis, ipenyanyi iataupun ibisa idijadikan isebagai ipelacur ipada 
industri ipornografi, idan ijuga isecara ipaksa imereka idipaksa iuntuk 




imembuat iorang imenjadi imabuk. iBanyak isekali ikorban 
iperdagangan iseksual iyang ibekerja idi iluar inegri iseperti ikawin 
ikontrak, ieksploitasi ianak iyang ibertujuan iuntuk imenjadikan 
ianak itersebut imenjadi ipengemis, idan ijuga iperdagangan ibayi 
iyang imeliputi ipenculikan ibayi iataupun ipenculikan iwanita ihamil 
iyang idimana ipeminjaman iuang ikepada ipara iorang itua iyang 
itidak imungkin ibisa idikembalikan idan iharus imemberikan ibayi 




Banyak isekali imodus ioperandi itampak itidak iberbeda ijauh 
idengan ioperandi iperdagangan iorang iyang idiamana idi iberbagai 
inegara idengan ipenipuan idengan iberkedok ipenawaran iyang 
ikerja iyang itidak iberat idan idi iming-imingi iuang iatau ibayaran 
iyang isangat itinggi idan iuntuk imendapatkan ikorban imerupakan 
isalah isatu imodus ioperandi iyang idimainkan iataupun idilakukan 
ioleh ipara ipelaku. 
Sindikat ini ijuga itersusun isecara iteratur idan imemiliki 
ihirearki, idimana imasing-masing, iseperti isebagai ipenerima, 
ipemalsu idokumen, ipenyedia idokumen, ipengantar iatau isebagai 
iOrganizer35 i. iBeberapa ifaktor ikejahatan iperdagangan iorang 
isebagai ikejahatan iyang iterorganisir iseperti ijumlah ipersaingan 
idengan iorang ilain istrategi idan ijuga iharga iserta istrategi 
ipemasan iyang idimana isudah iberorganisasi iyang iberbeda 
idengan itindakan-tindakan iyang idiaman idisertai iancaman. iDalam 
ikegiatan iyang iperdagangan inarkotika isering iditemukan ibeberapa 
ikasus. 
Maka idari itu idi iasia itampak ipada ikegiatan iyang idimana 
iorganisasi ikriminal iyang imenggunakan ialat idan ijuga imetode 
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itranportasi iyang idimana isering ikali idigunakan iuntuk 
iperdagangan iorang imaupun iperdagangan inarkotika. iDalam 
ipemburuan idi ipasar igelap ilebih ijauh isindikat ini imemanfaatkan 
isecara isistematis ieksploitasi idalam ihubungannya, iseperti iadanya 
ipraktik-praktik iprostitusi idinegara itujuan. iKegiatan iSaat ini 
ijarang imereka imelakukannya idalam ikegiatan iyang ilegal, iseperti 
ikegiatan isebagai iagen iperjalanan isekolah, ibahasa, idan 
iperusahaan idan ibongkar imuat ibarang iuntuk imemfasilitasi 
ikegiatan imereka, imengumpulkan ikeuntungan idan imencuci iuang. 
iMelihat iberbagai ikonteks iyang iterkait idengan ikejahatan idalam 
ikasus iperdagangan iorang, iada ihubungan iyang ierat iantara 
iperdagangan iorang idi isatu isisi idan ihak iasasi imanusia idi isisi 
iyang ilain iTom iObokata imenyatakan ibahwa ikita idengan imudah 
imenghubungkan iperdagangan iorang idan ihak iasasi imanusia 
ikarena ipada ikenyataannya ibeberapa iorang idipaksa iditipu iuntuk 
imasuk ikedalam iproses iperdagangan iorang idan imerekapun 
idieksploitasi isecara iseksual ioleh ipelaku idalam imewujudkan 
itujuannya37 i. iTentu ihal itu isemua imerupakan ibentuk inyata 
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A. Metode dan Teknik Penggalian Data 
Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan 
dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan nformasi 
atau data serta melakukan nvestigasi pada data yang telah 
didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran 
rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan 
langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber 
data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan 
selanjutnya diolah dan dianalisis. 
Pengertian metode penelitian menurut para ahli yang pertama 
yaitu menurut Nasir. Nasir menjelaskan bahwa metode dari 
penelitian alah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai 
tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. 
Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Winarno. 
Winarno menjelaskan bahwa metode dari penelitian adalah suatu 
kegiatan lmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematik. 
Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara 
lmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
Menurut Prof. M.E Winarno, metodologi penelitian adalah 
sebuah kegiatan lmiah yang dilakukan dengan teknik yang cermat 
dan sistematis. 
Menurut Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan 
hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah 




Menurut Muhiddin Sirat, metodologi penelitian merupakan 
sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada 
judul dalam sebuah nvestigasi. 
Menurut Heri Rahyubi, metodologi penelitian adalah sebuah 
model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar 
untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan 
baik. 
 
B. Desain Penelitian 
Penelitian ni didesain dengan menggunakan metode penelitian 
gabungan, normative-empiris. Maksud penelitian ni yakni, 
menggabungkan antara metode penelitian hukum normatif yang 
memiliki kecenderungan pada aspek studi pustaka, penelaaahan 
terhadap beberapa kitab hukum yang berkaitan dengan penelitian. 
Pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode 
yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk 
menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian.  
Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai 
strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap 
elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis 
dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. 
 
1. Silaen (2018: 23)  
Menurut Silaen desain penelitian adalah desain mengenai 
keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian. 
2. Umar (2007, hal 6) 




suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan 
antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil 
risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan 
preset, mulai dari membuat hipotesis dan mplikasinya secara 
operasional sampai analisis akhir  
3. Nachmias dan Nachmias (1976), 
Menurut Nachmias dan Nachmias (1976), desain penelitian 
adalah suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses 
pengumpulan, analisis, dan nterpretasi observasi. Maksudnya, suatu 
model pembuktian logis yang memungkinkan peneliti untuk 
mengambil nferensi mengenai hubungan kausal antar variabel di 
dalam suatu penelitian. 
Selain tu pula, peneliti menggunakan metode penelitian 
hukum empirisme yang lebih menekankan pada penelitian lapangan 
(field research), sebagai upaya pencarian data dan fakta 
penelitiandilapangan yang berhubungan dengan topik penelitian. 
 
C. Jenis Penelitan 
Jenis-jenis penelitian secara garis besar digolongkan menjadi 
dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 
Pembagian jenis penelitian secara lebih kompleks antara lain 
penelitian deskriptif, korelasional, evaluasi, simulasi, survei, studi 
kasus, entografi, cultural dan masih banyak lagi yang dijelaskan 
dalam artikel ni. 
Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan 
berdasarkan tujuan dan tingkat kelamiahan (natural setting) obyek 
yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat 




terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research 
and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, 
metode penelitian dapat dikelompokan menjadi penelitian 
eksperimen, survey, dan naturalistik.”
20
  
Berdasarkan objek penelitian dan tingkat kealamiahan, 
penelitian ni termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus yaitu 
tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu 
kasus yang dilakukan secara ntensif, mendalam, mendetail, dan 
komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti 
yang lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa 
dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh 
antroplogi, sosiologi, dan psikologi sosial.
21
  
Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari 
secara ntensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan nteraksi 
lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 
masyarakat.3 Setiap analisis kasus mengandung data berdasarkan 
wawancara, data berdasarkan pengamatan, data dokumentasi, kesan 
dan pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut. Khusus 
mengenai individu, datanya dapat mencakup catatan klinis, data 
statistik, mengenai orang yang bersangkutan, nformasi mengenai 
latar belakangnya, profil riwayat hidup, dan catatan hariannya
22
 
Jenis penelitian ni bersifat kualitatif, yakni data dan fakta 
penelitian dilapangan didapatkan dalam bentuk persepsi, pendapat, 
fakta peristiwa ataupun bentuk lainnya yang tidak berbentuk angka. 
Namun, peneliti pula berpandangan bahwa data yang bersifat 
kuantitatif pada satu waktu dalam penelitian ni akan dibutuhkan 
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sebagai bentuk penyempurna hasil penelitian agar mencapai tingkat 
akurasi data yang lebih pasti. 
Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif, Ciri-
ciri penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit 
sosial tetentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan 
terorganisir baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada 
tujuannya, ruang lingkup penelitian ni mencakup keseluruhan siklus 
kehidupan/ hanya segmen-segmen tertentu saja, studi demikian 
mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu 
atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-
kejadian 
 
D. Sifat Penelitian 
Penelitian ni bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya 
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek 
penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial 
tertentu. yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 
lainnya. 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ni adalah penelitian 
deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan 
menjelaskan halhal yang terkait dengan atau melukiskan secara 
sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam 
bidang tertentu secara factual dan cermat.1
23
 Penelitian ni bersifat 
deskriptif karena penelitian ni semata-mata menggambarkan suatu 
objek untuk menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku 
secara umum 
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E. Pendekatan Penelitian 
Ada banyak pendekatan yang peneliti lakukan dalam 
melaksanakan penelitian ni, kemungkinan beberapa pendekatan 
penelitian akan digunakan, sebut saja beberapa pendekatan yang 
cenderung akan peneliti gunakan, diantaranya : pertama, pendekatan 
studi peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kedua, 
pendekatan studi kasus (The Case Approach). Kedua pendekatan 
tersebut peneliti gunakan secara bersamaan sekaligus, yakni dengan 
cara menelaah serta mengkaji berbagai literatur ketentuan peraturan 
perundang- undangan sekaligus melakukan perbandingan terhadap 
beberapa kasus yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap 
sebelumnya, dan tentu yang berkaitan dengan su yang diangkat 
dalam penelitian yang dilakukan. 
  
F. Sumber Data Penelitian 
Beberapa jenis data yang akan didapatkan oleh peneliti, terbagi 
atas: 
1. Data primer, yakni data utama yang didapatkan dari hasil 
pengumpulan data secara langsung dari lapangan, diantaranya 
didapatkan dengan cara observasi, wawancara atau bahkan 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang 
lainnya; 
2. Data sekunder, yakni data tambahan yang peneliti dapatkan 
dari berbagai literatur hukum, tulisan-tulisan ataupun draft 
kajian yang berkaitan dengan su penelitian, data sekunder 
berfungsi sebagai penjelas atau penguat terhadap data 
utama/primer yang telah didapatkan oleh peneliti; 
3. Bahan hukum tersier, yakni data penunjang yang peneliti 




atau pendapat yang berhubungan dengan su penelitian. Tujuan 
penggunaan data ni adalah sebagai data penunjang terhadap 
kedua data yang terlebih dahulu didapatkan, yakni data primer 
dan sekunder. 
 
G. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ni peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriftif kualitatif. Penelitian ni merupakan pengumpulan data dan 
nformasi untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa 
sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat 
penelitian berlangsung. Melalui pendekatan deskriptif nilah diperoleh 
data dan nformasi sebanyak-banyaknya mengenai layanan nformasi 
tentang dampak smartphone terhadap prestasi belajar dilingkungan 
sekolah. Analisis data kualitatif adalah bersifat nduktif, yaitu suatu 
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 
pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara nteraktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 
yaitu: 
Pada tahap analisis data ni peneliti akan menempuh beberapa 
tahapan pengolahan data terlebih dahulu sebagai berikut : 
1. Klasifikasi, yakni melakukan pengurutan atau pemilahan data 
sesuai dengan type dan model data penelitian; 
2. Kualitatif, berhubung jenis penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif. Peneliti melakukan langkah kualitatif terhadap data-
data yang didapat agar mudah dalam melakukan analisis 
selanjutnya; 
3. Analisis, selanjutnya analisis yang digunakan oleh penelitia 




berangkat dari pemahaman umum ke arah pemahaman khusus 



























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 
Jawa Barat 
Kesejahteraan sosial merupakan satu hal yang harus 
diwujudkan oleh negara bagi penduduknya. Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. menggambarkan bahwa 
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang 
berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk 
mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak 
kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan 
pembangunan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan 
berkelanjutan. Halini mengamanatkan bahwa negara bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
menyeluruh dan terpadu. 
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua PMKS 
dapat me nikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, 
berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam 
rentang perjalanan kehidupannya mengalami  kesulitan, hambatan 
dan permasalahan yang menghambat keberfungsian sosialnya secara 
layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri. 
Disisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara 
optimal dan telah menjadi su bersama baik permasalahan nternal 
maupun eksternal dari PMKS tu sendiri. Faktor nternal yang 
dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi 




sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal 
adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan belum optimal 
pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di 
masyarakat.   
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 
disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu 
hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi 
dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya (jasma ni, roha ni dan sosial) secara memadai 
dan wajar. 
Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa 
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun 
perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung 
atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saatini tercatat 





1. Anak balita telantar  
Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun 
ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam 
keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak 
memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan 
bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta 
anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. 
Kriteria : 
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a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;  
b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;  
c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;  
d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan 
oleh orang tua/keluarga;  
e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak 
balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di 
jalanan; dan  
f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.  
  
2. Anak terlantar  
Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 
dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami 
perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak 
kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. 
Kriteria : 
a. Berasal dari keluarga fakir miskin;  
b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan  
c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.  
  
3. Anak yang berhadapan dengan hukum  
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau 




menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 
Kriteria : 
a. Disangka;  
b. Didakwa; atau  
c. Dijatuhi pidana  
  
4. Anak jalanan 
Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak 
yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di 
jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk 
melakukan kegiatan hidup sehari-hari. 
Kriteria : 
a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun 
ditempat-tempat umum; atau  
b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun 
ditempat-tempat umum.  
  
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)  
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau 
mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 
hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasma ni, roha 
ni maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan 
disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan 





a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara  
b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks 
psikotik  
c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda  
d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.  
  
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau 
diperlakukan salah  
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan 
salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena 
tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam 
lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga 
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasma 
ni, roha ni maupun sosial. 
Kriteria : 
a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan 
belas) tahun; 
b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan 
yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;  
c. Pernah dia niaya dan/atau diperkosa; dan  
d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)  
  
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus  
Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang 
berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun 
dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, 




menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, 
perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang 
menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 
Kriteria : 
a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) 
tahun;  
b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang 
buruk/diskriminasi;  
c. Korban perdagangan manusia;  
d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;  
e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;  
f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komu 
nitas adat terpencil;  
g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan  
h. Terinfeksi HIV/AIDS.  
  
8. Lanjut usia telantar  
Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam 
puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya. 
Kriteria : 
a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, 




b. Terlantar secara psikis, dan sosial.  
  
9. Penyandang disabilitas  
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki 
keterbatasan fisik, mental, ntelektual, atau sensorik dalam jangka 
waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan 
halini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam 
masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. 
Kriteria : 
a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas 
sehari-hari;  
b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;  
c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;  
d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara; 
e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks 
psikotik; dan  
f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.  
 
 10. Tuna Susila  
Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan 
seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan 
bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan 
mbalan uang, materi atau jasa. 
Kriteria : 
a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat 




seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; 
dan  
b. Memperoleh mbalan uang, materi atau jasa.  
  
11. Gelandangan 
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan 
yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 
masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat 
tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. 
Kriteria : 
a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;  
c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan  
d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.  
  
12. Pengemis 
Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan 
meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan 
untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. 
Kriteria : 
a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang 
lain;  
b. Berpakaian kumuh dan compang camping;  
c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan  





 13. Pemulung 
Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan 
dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas 
yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan 
dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual 
kembali, sehingga memiliki  nilai ekonomis. 
Kriteria : 
a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan  
b. Mengumpulkan barang bekas.  
  
14. Kelompok Minoritas 
Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan 
keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang 
diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya 
rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. 
Kriteria : 
a. Gangguan keberfungsian sosial;  
b. Diskriminasi;  
c. Marginalisasi; dan  
d. Berperilaku seks menyimpang.  
 
 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)  
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 
adalah seseorang yang telah selesai menjala ni masa pidananya sesuai 
dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk 




mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan 
kehidupannya secara normal. 
Kriteria : 
a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan 
belas) tahun;  
b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan 
karena masalah pidana;  
c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan 
masyarakat;  
d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan  
e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama 
keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya.  
  
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)  
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang 
telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan 
sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk 
mencapai kualitas hidup yang optimal. 
Kriteria : 
a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan 
belas) tahun; dan  







17. Korban Penyalahgunaan NAPZA  
Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang 
menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar 
pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. 
Kriteria : 
a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah 
menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat 
adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau 
dalam taraf coba-coba;  
b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan 
obat oleh dokter yang berwenang; dan  
c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.  
  
18. Korban trafficking  
Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial 
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 
Kriteria : 
a. Mengalami tindak kekerasan;  
b. Mengalami eksploitasi seksual;  
c. Mengalami penelantaran;  
d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan  
e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru 
(negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi 





19. Korban tindak kekerasan  
Korban tindak kekerasan adalah orang baik iindividu, 
keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang 
mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, 
eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun 
dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga 
menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. 
Kriteria : 
a. Mengalami perlakuan salah;  
b. Mengalami penelantaran;  
c. Mengalami tindakan eksploitasi;  
d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan  
e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.  
  
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)  
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja 
migran nternal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, 
baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami 
musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmo ni 
sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat 
bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. 
Kriteria : 
a. Pekerja migran domestik;  
b. Pekerja migran lintas negara;  




d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, 
cacat dan meninggal dunia;  
e. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);  
f. Pekerja migran miskin;  
g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :  
1) Tindak kekerasan;  
2) Eksploitasi;  
3) Penelantaran;  
4) Pengusiran (deportasi);  
5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja 
baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan 
fungsi sosialnya terganggu; dan  
6) Mengalami traffiking.  
  
21. Korban bencana alam  
Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang 
yang menderita atau meninggal du nia akibat bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor 
terganggu fungsi sosialnya. 
Kriteria : 
Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:  
a. Korban terluka atau meninggal;  
b. Kerugian harta benda;  




d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.  
  
22. Korban bencana sosial  
Korban bencana sosia adalah orang atau sekelompok orang 
yang menderita atau meninggal du nia akibat bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 
kelompok atau antar komu nitas masyarakat, dan teror. 
Kriteria : 
Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:  
a. Korban jiwa manusia;  
b. Kerugian harta benda; dan  
c. Dampak psikologis.  
  
23. Perempuan rawan sosial ekonomi  
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan 
dewasa me nikah, belum me nikah atau janda dan tidak mempunyai 
penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari. 
Kriteria : 
a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 
59 (lima puluh sembilan) tahun;  
b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;  
c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan  
d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk 




 24. Fakir Miskin  
Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 
pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 
Kriteria : 
a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau  
b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.  
 
 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis  
Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang 
hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, 
orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi 
keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. 
Kriteria : 
a. Suami atau stri sering tidak saling memperhatikan atau 
anggota keluarga kurang berkomu nikasi;  
b. Suami dan stri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri 
walaupun masih dalam katan keluarga;  
c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar 
tidak mau bergaul/berkomu nikasi; dan  
d. Kebutuhan anak baik jasma ni, roha ni maupun sosial 






26. Komunitas Adat Terpencil  
Komu nitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya 
yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 
dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. 
Kriteria : 
a. Berbentuk komu nitas relatif kecil, tertutup dan homogen;  
b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;  
c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit 
dijangkau;  
d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi 
subsistem;  
e. Peralatan dan teknologinya sederhana;  
f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya 
alam setempat relatif tinggi; dan  
g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.  
 
1. Iindikator Besaran Permasalahan Kesejahteraan Sosial 
Kesejaheraan sosial merupakan output atau capaian akhir yang 
diharapkan terwujud dalam upaya atau proses pembangunan suatu 
daerah ataupun Negara. Fungsi dari pemerintahan salah satunya 
adalah sebagai jalan atau media mewujudkan kesejahteraan sosial 
melalui program-program penyelenggaraan pemerintahan yang telah 
dirumuskan dan disusun sedemikian rupa ke dalam dokumen rencana 
strategis (Resntra).  
Rencana trategis pemerintahan daerah yang biasa dikenal 
dengan stilah RPJMD merupakan singkatan dari Rencana 




perencanaan pembangunan daerah lima tahunan atau satu periode 
kekuasaan pemerintah daerah. RPJMDini dibuat oleh pemerintah 
daerah secara bersama-sama dengan satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) dan para pihak terkait lainnya. Rencana strategis yang 
dimuat ke dalam RPJMD berupa program-program kerja atau 
ancang-ancang program pemerintah daerah yang dirumuskan dan 
disusun secara sistematis dengan memperhatikan penjabaran dari visi 
dan Misi yang diusung oleh seorang kepala daerah ketika 
mencalonkan diri pada kontestasi pemilihan kepala daerah 
sebelumnya.  
Selanjutnya, diakhir pelaksanaan renstra tersebut diakhiri 
dengan pelaporan kinerja yang didokumentasikan ke dalam dokumen 
laporan atau yang disebut dengan Laporan Kinerja instansi Daerah 
(LKIP). Laporan kinerja tersebut berisi tentang capaian-capaian 
kinerja atau program antara target dan realisasi, dengan 
memperhatikan aspek penggunaan sumber daya, efektifitas dan 
efisiensi serta mengemukaan berbagai faktor pendukung ataupun 
penghambat dalam pelaksanaan program kerja daerah tersebut.  
Keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan berpedoman 
pada rencana-rencana yang telah ditetapkan biasanya akan dilakukan 
review dan analisis data serta dilakukan publikasi oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) daerah yang terkait. Untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak bisa dilakukan secara 
menyeluruh sekaligus, sebab halini akan menyulitkan dalam me nilai 
aspek-aspek dalam pembangunan suatu daerah yang sangat bersifat 
parsial. 
Dalam penelitian yang dilaksanakanini, peneliti mengambil 
sampling 4 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa 
Barat sebagai upaya perbandingan antara Kabupaten Garut, Kota 




gambaran secara umum berkenaan dengan daerah sampling tersebut 
adalah sebagai berikut : 
 
a. Kabupaten Garut 
Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan 
Kota Bandung sebagai bukota provinsi Jawa Barat, merupakan 
daerah penyangga dan hitterland bagi pengembangan wilayah 
Bandung Raya. Oleh karena tu, Kabupaten Garut mempunyai 
kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan 
Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan 
keseimbangan lingkungan.  
Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah bagian 
Provinsi Jawa Barat yang secara defi nitif menjadi Daerah Tingkat I 
berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008. Secara geografis 
Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6 056’49” – 7 0 45’00” 
Lintang Selatan dan 107 0 25’8” – 108 0- 7’30 Lintang Selatan, 
dengan batas-batas wilayahnya,  
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung 
dan Sumedang,  
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia,  
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten 
Tasikmalaya dan  
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung 
dan Cianjur.  
 
Secara admi nistratif, Kabupaten Garut mempunyai luas 
307.407 ha atau ±8,28% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang 




Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibalong dengan luas 21,359 
ha atau 6,97% dari luas Kabupaten Garut Sedangkan yang memiliki 
wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersamanah dengan luas 1,650 ha 
atau 0,54% dari luas Kabupaten Garut. 
Adapun jumlah sebaran penduduk di Kabupaten Garut 
berdasarkan data pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,284,418 yang 
terbagi kepada jenis kelamin laki-laki sebanyak 1,168,329 dengan 
prosentase 51.14% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1,116,089 
dengan prosentase 48.86%. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk 
kabupaten Garut rata-rata di dominasi oleh oleh sector perta nian, 
mengingat tingkat kesuburan lahan di wilayah tersebut yang cukup 
baik, selain tu pula Garutini terkenal dengan olahan hasil kerajinan 
dari kulit domba berupa jaket, sepatu dan lain-lain.  
 
b. Kota Tasikmalaya 
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang 
berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semenjak berdiri pada tahun 
2001 telah terjadi beberapa perkembangan atau perubahan wilayah 
admi nistrasi dan luas wilayahnya. Pada tahun 2001, luas wilayah 
Kota Tasikmalaya yang telah disahkan dalam Undang-undang No. 10 
Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya 
adalah 171,56 km², yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan 
yang memililki 15 kelurahan dan 54 desa. Pada tahun 2003, terjadi 
perubahan status 54 desa menjadi kelurahan melalui Perda Kota 
Tasikmalaya No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa 
menjadi kelurahan.  
Perkembangan Kota Tasikmalaya yang pesat dan adanya 
tuntutan akan pe ningkatan pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat, sehingga pada tahun 2008 dilakukan pemekaran 




kecamatan, sesuai Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Purbaratu. Pada 
tahun 2010, luas wilayah Kota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Batas 
Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dilakukan 
pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Kota 
Tasikmalaya memiliki luas 183,85 km², dan hal tersebut telah 
ditetapkan dalam Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.  
Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108o08’38” 
Bujur Timur108o24’02” Bujur Timur dan antara 7o 10’ Lintang 
Selatan -7 o26’32” Lintang Selatan. Kota Tasikmalaya merupakan 
posisi strategis di bagian tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, 
karena sebagai penghubung dan sekaligus pusat wilayah atau daerah 
priangan timur.  
Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari bukota Propinsi 
Jawa Barat, yaitu Bandung, ± 105 Km dan dari bukota negara, yaitu 
Jakarta, ± 255 Km. Kota Tasikmalaya secara admi nistratif 
berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu:  
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten 
Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan 
Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, 
Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;  
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten 
Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);  
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya 
(Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, 
Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;  




Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung 
Tanjung) dengan batas fisik saluran rigasi Cikunten I dan 
Sungai Cileuwimunding.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 
Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan 
Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota 
Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 
serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 
– 2031, luas wilayah admi nistrasi Kota Tasikmalaya adalah 
18.385,07 Ha (183,85 Km2 ), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 
Kelurahan. Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri, khususnya di 
era sebelum 1980-an karena hampir di seluruh di wilayah tersebar 
pondok pesantren yang mengajarkan agama slam, baik pondok besar 
maupun kecil, bahkan melahirkan tokoh perjuangan nasional di 
antaranya adalah Zainal Mustafa.  
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 719.882 
jiwa. Hampir 70%, pusat bis nis, pusat perdagangan dan jasa, dan 
pusat ndustri di priangan timur dan selatan berada di Kota 
Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau 
Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Bidang-bidang yang sangat 
potensial di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bidang perhotelan, 
perbankan, pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata 
belanja dan pusat ndustri. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai 







c. Kabupaten Purwakarta 
Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah 
Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107o30’ – 107o40’ Bujur 
Timur dan 6o25’– 6 o45’ Lintang Selatan. Secara admi nistratif, 
Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :  
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan 
Kabupaten Subang; 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan 
Kabupaten Bandung Barat;  
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung 
Barat dan Kabupaten Cianjur; dan  
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, 
Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Luas wilayah 
Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 hektar atau 971,72 
km2 .  
Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu 
tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur 
Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. 
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi 
Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 
2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 telah terjadi 
restrukturisasi orga nisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. 
Secara admi nistratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 
kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 475 dusun, 1.084 Rukun 
Warga (RW), dan 3.455 Rukun Tetangga (RT).  
Kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta 1.032 orang 
per Km2, berdasarkan kelompok umur dari data Survei yang 




Purwakarta cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Salah 
satu pendekatan untuk menganalisis kependudukan adalah 
berdasarkan pada kelompok umur, artinya melihat jumlah penduduk 
berdasarkan umur strategis masing-masing. Dalam halini untuk 
membedakan penduduk berdasarkan usia produktif dan non 
produktif. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Purwakarta di 
dominasi oleh sector perta nian dan wirausaha lainnya. 
 
d. Kabupaten Subang 
Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian 
utara Propinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 1070 
31' - 1070 54' Bujur Timur dan 60 11' - 6 0 49' Lintang Selatan.  
Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176 hektar atau 
sekitar 6,34 persen dari luas Propinsi Jawa Barat, sedangkan range 
ketinggian tempat antara 0 – 1500 m dpl (di atas permukaan laut). 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Subang, batas wilayah admi nistrative 
Kabupaten Subang terletak pada :  
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa ▪ Sebelah 
Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung  
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta 
dan Karawang  
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten ndramayu 
dan Sumedang.  
 
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Subang per Ju ni 2018 jumlah penduduk Kabupaten 




jumlah Perempuan 775.605. Sebagian besar penduduk subang 
memiliki mata pencaharian sebagai peta ni dan buruh perkebunan, 
sisanya bagi masyarakat yang hidup di wilayah pantai memiliki 
profesi sebgagai nelayan. 
Berkaitan dengan halini setidaknya, peneliti menggunakan 3 
(tiga) indikator yang dapat dihubungkan dengan topik atau 
permasalahan yang diteliti, untuk diperoleh tingkat kompleksitas atau 
kerentanan suatu permasalahan yang diteliti pada suatu daerah 
tersebut. Adapun indikator tersebut, yakni : 
 
a. Indeks Pembangunan Manusia 
Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia dirumuskan 
sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of 
people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasaan 
pilihan“ dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. 
Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga 
sebagai pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui 
perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus 
sebagai pemanfaatan (utillization) kemampuan/keterampilan mereka 
tersebut. Konsep pembangunanini jauh lebih luas pengertiannya 
dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada 
pertumbuhan ekonomi (economic growth), kebutuhan dasar (basic 
needs), kesejahteraan masyarakat (social wefare), dan pengembangan 
sumber daya manusia (human resource development). Empat unsur 
utama yang terkandung dalam paradigma Pembangunan Manusia 
tersebut adalah produktifitas (productivity), pemerataan (equity), 
kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).  
Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau 
sasaran yang ngin dicapai. Dalam kaitanini, UNDP melihat 




tentang penduduk, dan oleh penduduk, yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut:  
a. Tentang penduduk; berupa nvestasi di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.  
b. Untuk penduduk; berupa penciptaan peluang kerja melalui 
perluasan (pertumbuhan ekonomi dalam negeri).  
c. Oleh penduduk; penduduk dalam menentukan harkat manusia 
dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan 
pembangunan.  
 
Untuk mengukur tingkat pemenuhan ke-tiga unsur diatas, 
UNDP menyusun suatu ndeks komposit berdasarkan 3 (tiga) 
indikator yaitu: angka harapan hidup (life expectancy at age 0 : eo), 
angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate : lit) dan 
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling : MYS ) dan daya 
beli masyarakat (purchasing power parity) – yang merupakan ukuran 
pendapat yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. indikator 
pertama mengukur “umur panjang dan sehat”, dua indikator 
berikutnya mengukur “pengetahuan dan keterampilan”, sedangkan 
indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber 
daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikatorinilah yang digunakan 
sebagai kompenen dalam penyusun HDI yang dalam publikasiini 
diterjemahkan menjadi PM.  
Berdasarkan perhitungan PM dapat digambarkan bahwa negara 
yang baik adalah negara yang yang penduduknya mempunyai tingkat 
kesehatan yang baik, pemikiran yang cerdas, dan kekuatan daya beli 
yang baik. PM bukan ukuran yang menyeluruh mengenai 
pembangunan manusia, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator 




ndeksini memang tidak melihat pelayanan kesehatan, kesehatan 
lingkungan, angka kematian, status gizi, mu nisasi, akses ke media 
masa, kematian maternal, angka prevalensi kontrasepsi, dan 
sebagainya. ndeksini memang hanya disusun dari tiga indikator dasar 
yang data umumnya umumnya tersedia di setiap negara sehingga bisa 
diperbandingkan. 
Walaupun terjadi perubahan-perubahan berupa berbagai 
penambahan atau penyesuaian, prinsip dasar pengukuran PM tetap 
sama. Pada ntinya, kesehatan diukur dengan angka harapan hidup 
waktu lahir, pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek 
huruf dewasa yang memiliki timbangan 2/3 dan erollment ratio untuk 
pendidikan dasar, menengah, dan atas yang memiliki timbangan 1/3, 
serta pendapatan per kapita yang diukur dengan kemampuan daya 
beli (purchasing power parity). Pada PM sebelumnya, pendidikan 
diukur dengan tahun sekolah, namun karena variabelini tidak selalu 
tersedia di setiap negara, lalu diganti dengan enrollment ratio. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka langkah awal yang 
peneliti lakukan adalah dengan mencari data PM yang ada pada 
kabupaten/kota objek penelitian. Oleh karena tu, berdasarkan sumber 
yang didapatkan peneliti dari Badan Pusat Statistik maka dapat 
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2018 2019 2020
Provinsi Jawa Barat 71.30 72.03 72.09
Garut 65.42 66.22 66.12
Kota Tasikmalaya 72.03 72.84 73.04
Subang 68.30 68.69 68.95







Data yang tersaji pada table tersebut menunjukkan kepada kita 
bahwa tingkat PM secara keseluruhan pada level provinsi maupun 
kabupaten kota cenderung terus mengalami pe ningkatan berdasarkan 
data tahun 2018-2020. Kelisih kenaikan PM pada tingkat provinsi 
berbeda-beda setiap tahunnya, kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 
2019, kenaikan berada pada angka 0.73% sedangkan kenaikan pada 
tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup sig 
nifikan hanya bisa mencapai angka 0,06%.  
=Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota pun mengalami hal 
yang serupa. Kenaikan PM sangat bervariatif pada setiap tahunnya 
menunjukkan kenaikan PM pada tahu ketiga mengalami kenaikan 
yang cenderung kecil jika dibandingkan kenaikan pada tahun 
sebelumnya. Pada kabupaten Garut, kenaikan PM pada tahun 2018 
ke 2019 menyentuh angka 0,8% sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 
2020 PM di kabupaten Garutini justru mengalami penurunan sebesar 
0,1%.  
Grafik perkembangan PM di kota Tasikmalaya pada tahun 
2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,81% sedangkan 
pada tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikan tersebut hanya bisa 
menyentuh angka 0,2%, artinya kenaikan pada tahun ketiga 
perkembangan PM di kota Tasikmalaya memang mengalami 
kenaikan tapi tidak sebesar pada tahun sebelumnya.  
Di kabupaten Subang grafik perkembangan PM dari tahun 
2018 ke tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 ke 
tahun 2019 kenaikan tersebut menyentuh angka 0,39% sedangkan 
pada tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan kenaikan PM tersebut 
lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mampu 
menyentuh angka 0,26%.  
Terakhir, progress atau perkembangan PM di kabupaten 




Akan tetapi, kenaikan tersebut mengalami hal yang serupa dengan 
beberapa kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 
kenaikan PM di kabupaten Subang mencapai angka 0,69% 
sedangkan pada tahun selanjutnya hanya menyentuh selisih angka 
kenaikan pada 0,15% yang telah mengalami selisih kenaikan lebih 
sedikit jika dibandingkan dengan selsih angka kenaikan pada tahun 
sebelumnya. Secara grafik tingkat perkembangan PM tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Grafik 1 
 
Berdasar pada data yang tertera pada table diatas, maka dapat 
diasumsikan bahwa perkembangan PM pada tahun 2019 cenderung 
berada pada tingkat stabilitas yang cukup baik, jika dibandingkan 
kenaikan PM yang terjadi pada tahun 2020 pada setiap 
kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat provinsi tu sendiri. Hal 
tesebut dibuktikan dengan adanya penurunan selisih angka kenaikan 




seperti yang terjadi pada kabupaten Garut.  
Artinya, proses perkembangan PM pada tahun 2020ini dapat 
dikatakan telah mengalami problem dan harus dilakukan pengecekan 
serta penyelesaian permasalahan (Troubleshoot). ndeks 
Pembangunan Manusiaini menjadi alarm yang sangat penting untuk 
mengenali ada ketidakberesan yang terjadi pada suatu wilayah atau 
daerah terkait dengan keadaan suatu masyarakat yang menjadi 
penduduknya. Suatu permasalahan yang dimaksud tersebut bisa 
beraneka ragam, namun biasanya PMini dikaitkan dengan aspek 
kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi merupakan salah satu aspek 
penting di dalamnya.  
iMaka, berdasarkan fator tersebut peneliti me nilai proses 
human trafficking  akan sangat berpotensi terjadi, sebab ekonomi 
juga merupakan salah satu dasar atau latar belakang yang sangat 
berpengaruh dalam menyumbang angka dengan posisi tertinggi 
terkait dengan alasan terjadinya tindak pidana kejahatan luar bisa 
tersebut. Selain tu, peneliti juga tertarik untuk menguji perbandingan 
tingkat kabupaten/kota pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya 






Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik 
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Indeks Pembangunan Manusia
2018-2020











perihal keadaan PM pada 4 (empat) kabupaten/kota yang menjadi 
objek penelitian dalam rentang 3 tahun terakhir, antara 2018-2020. 
Maka, didapatkan kesimpulan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan 
salah satu daerah yang memiliki tingkat PM tertinggi dengan rata-rata 
berada pada angka 72,64% dengan kategori PM menengah ke atas.  
Selanjutnya posisi kedua diisi oleh kabupaten Purwakarta 
dengan rata-rata PM berada pada angka 70,49% yang termasuk 
dalam kategori PM menengah ke atas. Sedangkan untuk posisi ketiga 
ada kabupaten Subang dengan rata-rata 69,22% masih termasuk ke 
dalam kategori kategori PM menengah ke atas. Terakhir, kabupaten 
Garut sebagai daerah yang memiliki rata-rata PM pada angka 65,92% 
masih termasuk ke dalam kategori PM menengah ke atas. 
Dalam halini, tim peneliti telah bersepakat bahwa faktor 
pendidikan merupakan satu-satunya indikator yang paling 
berpengaruh dalam menentukan keadaan PM pada suatu wilayah atau 
daerah. Sebab dalam du nia pendidikan semua aspek bermula dan 
sekaligus bermuara, baik tu aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik 
dan yang lainnya. Ukurannya adalah jika tingkat pendididikan suatu 
masyarakat tersebut baik, maka perkembangan PM tersebut akan 
cenderung mengalami kenaikan dan sebaliknya begitu pula.  
Terlepas dari pada tu, peneliti pun tidak menafikan terkait 
dengan pola dan sistem pendidikan yang ada seringkali mengalami 
perubahan secara terus menerus dengan berbangai pertimbangan dan 
bumbu pro dan kontra di dalamnya. Walaupun demikian, pada 
hakikatnya setiap pendidikan dengan pola dan sistem apapun 
memiliki dasar yang baik, yakni meningkatkan potensi sumber daya 
yang dimiliki oleh manusia tu sendiri agar menjadi pribadi yang 
unggul, berkualitas dan kompetitif.  
Berkaitan dengan pendidikanini, peneliti menyoroti dinamika 




pengujian terhadap keadaan PM pada suatu daerah tersebut. Ada dua 
cara yang bisa dilakukan dalam melakukan kajian pada spek 
pendidikan yang dimaksud, yakni dengan cara mengetahui data 
perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) pada suatu daerah. 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari 
penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah tertentu yang sedang 
sekolah tanpa harus memandang kelompok jenjang sekolah yang 
seharusnya atau sesuai dengan kelompok usia sekolah penduduk tu 
sendiri. Kebutuhan dataini adalah untuk mengukur sejauh mana akses 
atau keterbukaan akses pendidikan yang dapat dicapai oleh 
masyarakat secara umum tanpa harus memperhatikan ketepatan 
antara kelompok usia sekolah penduduk dengan ketepatan kelompok 
usia jenjang pendidikan terstentu.  
Rumus yang bisa dipakai dalam menghitung APS pada suatu 
daerah adalah dengan cara membagi jumlah penduduk kelompok usia 
sekolah penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang 
berusia sekolah secara keseluruhan, selanjutnya dikalikan dengan 
agka 100 agar diketahui proesentasenya.  
Dalam mennetukan APSini akan lebih leluasa dan terbuka, 
sebab yang dilakukan adalah dengan cara mencari tahu jumlah 
penduduk yang mengakses du nia pendidikan tanpa harus 
memperhatikan ketepatan usia penduduk dengan kelompok jenjang 
pendidikan tertentu. Pendidikan yang diperhitungkan dalam halini 
terdiri dari pendidikan formal maupun non formal. APS pada suatu 
daerah akan sangat beragam dalam perkembangannya, tergantung 
keadaan dan faktor-faktor yang ada pada suatu daerah tu sendiri. 











Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) pada empat kabupaten/kota yang menjadi objek 
penelitian, dalam rentang waktu 2017-2019 adalah semkin tinggi 
jenjang pendidikan maka semakin besar kecenderungan mengalami 







Keadaan APM pada kabupaten Garut pada tahun 2018 rata-rata 
mengalami pe ningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja 
penurunan APS terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SMA 
yang menyentuh angka -3,26%. Sedangkan, keadaan APS pada tahun 
2019 pada setiap kelompok usia jenjang pendidikan mengalami 
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Garut 99.62 99.83 99.79 93.30 94.15 94.00 64.08 60.82 60.48 11.56 11.70 11.42
Subang 99.03 99.82 99.59 91.84 91.17 92.16 60.52 66.91 65.83 11.07 10.09 9.41
Purwakarta 99.27 99.14 99.40 93.84 94.72 94.56 56.34 61.15 60.82 17.78 19.04 18.39
Kota Tasikmalaya 98.70 99.55 99.46 95.18 94.96 95.44 80.28 77.22 76.38 28.20 20.20 19.46
Wilayah Kabupaten
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten /Kota se Propinsi Jawa Barat
SD/MI/Paket A SMP/MTS/Paket B SMA/MA/Paket C Perguruan Tinggi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Garut 0.21 -0.04 0.85 -0.15 -3.26 -0.34 0.14 -0.28
Subang 0.79 -0.23 -0.67 0.99 6.39 -1.08 -0.98 -0.68
Purwakarta -0.13 0.26 0.88 -0.16 4.81 -0.33 1.26 -0.65
Kota Tasikmalaya 0.85 -0.09 -0.22 0.48 -3.06 -0.84 -8 -0.74
PTWilayah Kabupaten





menurunan yang sangat sigi nifikan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.  
Pada tahun 2019ini maka dapat diasumsikan ada suatu 
permasalahan yang harus dicari tahu penyebabnya kemudian 
dilakukan penyelesaian agar tidak terjadi di kemudian hari dan 
berlarut-larut. Selanjutnya, untuk kabupaten Subang keadaan APS 
pada tahun 2018 terjadi kenaikan dan penurunan APS yang 
berimbang pada keempat kelompok usia jenjang pendidikan. 
Keadaan APS yang mengalami kenaikan terjadi pada kelompok usia 
jenjang pendidikan SD, dengan angka selisih kenaikan sebesar 0,79% 
dan kelompok usia jenjang pendidikan  SMA yang menyentuh angka 
6,39%.  
Sedangkan, penurunan terjadi pada kelompok usia jenjang 
pendidikan SMP dengan selisih angka penuruan sebanyak -0,67% 
dan kelompok usia jenjang pendidikan tinggi dengan selisih angka 
penurunan sebanyak -0,98%. Pada tahun 2019, keadaan APS pada 
setiap kelompok usia jenjang pendidikan rata-rata mengalami 
penurunan, hanya tersisa kelompok usia jenjang pendidikan SMP 
saja yang mengalami kenaikan, dengan selisih angka kenaikan 
sebesar 0,99%.  
Selanjutnya, di kabupaten Purwakarta keadaan APS pada tahun 
2018 cenderung mengalami kenaikan pada setiap kelompok usia 
jenjang pendidikan, penurunan APS hanya terjadu pada kelompok 
usia jenjang pendidikan SD dengan selisih angka penurunan 
sebanyak -0,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  
Sedangkan, pada tahun 2019 rata-rata terjadi penurunan APS 
pada kelompok usia jenjang pendidikan, terutama pada kelompok 
usia jenjang pendidikan tinggi yang mengalami selisih angka 
penurunan terbesar, yaitu sebanyak -0,65%. Sedangkan, satu-satunya 




terjadi pada kelompok usia jenjang pendidikan SD, dengan selisih 
angka kenaikan sebesar 0,26%.  
iTerakhir, keadaan APS pada kota Tasikmalaya tahun 2018 
rata-rata mengalami penurunan pada kelompok usia jenjang 
pendidikan. Hanya ada satu kelompok usia jenjang pendidikan yang 
mengalami kenaikan, yaitu pada kelompok usia jenjang pendidikan 
SD, dengan selisih angka kenaikan sebesar 0,85%. Sedangkan pada 
tahun 2019 rata-rata mengalami penurunan APS. Hanya ada satu 
kelompok usia jenjang pendidikan yang mengalami ke niakn, yaitu 
pada kelompok usia jenjang pendidikan SMP dengan selisih angka 
kenaikan yang menyentuh pada 0,48%. 
Analisis yang bisa diambil dari fakta APS sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin, yakni :  
1) iRata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-
2019 di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia 
jenjang pendidikan SD secara berurutan dari yang paling tinggi 
kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Kota Tasikmalaya, 
Subang, Garut dan Purwakarta. 2)  
2) Rata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-2019 
di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang 
pendidikan SMP secara berurutan dari yang paling tinggi 
kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Purwakarta, Garut, 
Subang dan Kota Tasikmalaya.  
3) iRata-rata keadaan APS pada 3 tahun terakhir, yakni 2017-
2019 di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia 
jenjang pendidikan SMA secara berurutan dari yang paling 
tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh Subang, 
Purwakarta, Garut dan Kota Tasikmalaya.  




di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelompok usia jenjang 
pendidikan Pendidikan Tinggi secara berurutan dari yang 
paling tinggi kepada yang paling rendah, dipimpin oleh 
Purwakarta, Garut, Subang dan Kota Tasikmalaya.  
5) Berdasarkan data APS pertahun 2017-2019, rata-rata keadaan 
APS di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan yang 
sangat besar pada tahun 2019 pada setiap kelompok usia 
jenjang pendidikan. 
 
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari 
penduduk berdasarkan usia sekolah yang sedang melaksanakan 
pendidikan pada usia dan jenjang pendidikan yang tepat dan 
seharusnya. Dalam arti usia penduduk yang bersekolah tersebut 
adalah sesuai antara kelompok umur dengan jenjang pendidikan 
formal yang sedang diikutinya. Begitupun dengan pendidikan Non 
Formal (Paket A, B dan C) turut juga diperhitungkan.  
Rumus yang dipakai dalam penghitungan APMini adalah 
dengan cara membagi kelompok usia sekolah yang menempuh 
pendidikan sesuai dengan usia kelompok jenjang sekolah tertentu 
dengan jumlah penduduk yang berusia pada kelompok usia sekolah 
yang sama, selanjutnya dikalikan dengan angka 100 agar diketahui 
tingkat prosentasenya. Secara umum APM pada suatu daerah 
cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan APS, sebab pada 
APMini ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam 
pendidikan, salah satunya adalah kelompok usia penduduk yang 
harus tepat dengan kelompok usia jenjang pendidikan, sedangkan, 
pada APS tidak berlaku hal tersebut. Selain tu, ada beberapa faktor 
lain yang turut menyumbang rendahnya APM suatu daerah, seperti : 
mindset/cara berpikir masyarakat yang tidak mementingkan 












Sama halnya dengan APS, pada tabel tersebut menunjukkan 
bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada empat kabupaten/kota 
yang menjadi objek penelitian, dalam rentang waktu 2017-2019 
adalah semkin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar 
kcenderungan mengalami penurunan. Adapun lebih detailnya dapat 






Keadaan APM pada kabupaten Garut pada tahun 2018 rata-rata 
mengalami pe ningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja 
penurunan APM terjadi pada jenjang pendidikan tinggi yang 
menyentuh angka -1,42%. Artinya angka putus sekolah atau yang 
tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi masih cukup tinggi di 
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Garut 98.41 99.27 99.17 77.74 78.83 82.60 49.49 50.90 51.04 7.89 6.47 6.64
Subang 96.34 98.45 98.88 80.10 80.04 79.74 51.77 52.89 51.82 7.87 5.73 3.69
Purwakarta 97.91 96.08 95.51 74.90 72.59 72.42 55.20 55.35 56.07 12.27 8.40 9.66
Kota Tasikmalaya 96.90 94.63 94.59 76.65 78.53 81.31 66.52 69.36 70.30 21.05 17.01 17.94
Wilayah 
Kabupaten/Kota
Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten /Kota se Propinsi Jawa Barat
SD/MI/Paket A SMP/MTS/Paket B SMA/MA/Paket C Perguruan Tinggi
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Garut 0.86 -0.1 1.09 3.77 1.41 0.14 -1.42 0.17
Subang 2.11 0.43 -0.06 -0.3 1.12 -1.07 -2.14 -2.04
Purwakarta -1.83 -0.57 -2.31 -0.17 0.15 0.72 -3.87 1.26
Kota Tasikmalaya -2.27 -0.04 1.88 2.78 2.84 0.94 -4.04 0.93
PTWilayah Kabupaten





kabupaten Garut.  
iSedangkan, pada tahun 2019 angka putus sekolah atau tidak 
melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sudah bisa diatasi, 
walaupun tidak maksimal. Kenaikan tersebut hanya dapat menyentuh 
selisih angka kenaikan APM sebesar 0,17%. Artinya, sebanyak 
1,25% angka putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 
tinggi belum tertutupi. Selanjutnya, pada kabupaten Subang keadaan 
APM pada tahun 2018 rata-rata mengalami menurunan pada setiap 
tahunnya. Kenaikan APM hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD 
dan SMA, yang masing-masing memperoleh selisih kenaikan angka 
sebesar 2,11% dan 1,12%.  
Sedangkan, pada tahun 2019 perkembangan APM di 
kabupaten Subang rata-rata mengalami penurunan yang sig nifikan, 
sementara tu hanya pada jenjang pendidikan SD saja yang mengalami 
kenaikan sebesar 0,43%. Selanjutnya, pada kabupaten Purwakarta 
keadaan APM pada tahun 2018 juga cenderung mengalamii 
penurunan pada setiap jenjang pendidikan, hanya pada jenjang 
pendidikan SMA yang memiliki selisih kenaikan sebanyak 0,15% 
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Sedangkan, pada tahun 
2019 ada pe ningkatan APM pada jenjang pendiidkan tinggi 
sebanyak 1,26%, akan tetapi tetap saja tidak mampu mengembalikan 
angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tinggi tahun 
sebelumnya yang telah menyentuh angka 3,87%. Terakhir, keadaan 
APM pada kota Tasikmalaya tahun 2018 rata-rata mengalami 
kenaikan.  
Penuruan APM hanya terjadi pada jenjang pendidikan SD dan 
pendidikan tinggi, masing-masing mengalami penurunan sebesar 
2,27% dan 4,04%. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata mengalami 
kenaikan angka APM. Hanya ada satu jenjang pendidikan yang 




menyentuh angka -0,04%. 
Analisis yang bisa diambil dari fakta APM sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin, yakni :  
1) iKeadaan APM pada jenjang pendidikan SD yang paling 
rendah didominasi oleh kota Purwakarta yang telah 
mengalami penurunan sampai kepada angka -2.4, selanjutnya 
disusul oleh kota Tasikmalaya dengan capaian penurunan 
pada angka -2.31%. Sedangkan, kenaikan APM pada 
jenjangini didominasi oleh kabupaten Subang yang rata-rata 
mengalami kenaikan sampai kepada angka 2.54%, selanjutnya 
disusul oleh kabupaten Garut yang rata-rata mencapai selisish 
angka kenaikan sebesar 0.76%.  
2) Keadaan APM pada jenjang pendidikan SMP secara berturut-
turut dipimpin oleh kaupaten Garut, kota Tasikmalaya, 
kabupaten Subang dan kabupaten Purwakarta.  
3) Selanjutnya, keadaan APM pada jenjang pendidikan tinggi 
dengan selisih kenaikan paling tinggi secara berturut-turut 
dipimpin oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Garut, kabupaten 
Purwakarta dan kabupaten Subang.  
4) Sedangkan, keadaan APM pada jenjang pendidikan tinggi se 
lisih angka penurunan APM tertinggi, secara berturut-turut 
dipimpin oleh kabupaten Subang, kota Tasikmalaya, 
kabupaten Purwakarta dan kabupaten Garut. 
 
b. Garis Kemiskinan 
Secara definisi Garis Kemiskinan (GK) diartikan sebagai 
representasi dari jumlah rupiah mi nimum yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok makanan dan minuman setiap iindividu 




serta kebutuhan pokok non makanan.  
GKini dibutuhkan untuk mengukur atau sebagai indikator 
keadaan masyarakat miskin pada suatu daerah, Pada akhirnya setiap 
penduduk yang memiliki penghasilan dari pencahariannya yang 
berada di bawah Garis Kemiskinan tersebut maka dikategorikan 
sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan pada setiap daerah 
tentunya berbeda-beda, tergantung pada keadaan sumber daya dan 
potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.  
Kebutuhan data Garis Kemiskinan pada penelitianini sangat 
dibutuhkan, sebab dengannya akan diketahui berapa banyak jumlah 
penduduk miskin dalam arti yang memiliki penghasilan di bawah 
garis kemiskinan tersebut. Semakin rendah pengahasilan seseorang 
dan hidup dalam keadaan miskin, atau bahkan lebih rendah dari garis 
kemiskinan tersebut. Maka, dapat dikategorikan sebagai penduduk 
yang rawan serta berpotensi menjadi korban dalam praktik kejahatan 
human trafficking. Sebab, keadaan ekonomi yang rendah merupakan 
satu-satunya alasan yang sangat mendasar bagi para korban human 
trafficking, baik korban pada aspek seksual maupun non seksual. 
Berkaitan dengan halini, berikut adalah data garis kemiskinan 
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2018 2019 2020
1 Purwakarta 433,972 440,347 378,287 417,535
2 Kota Tasikmalaya 324,958 334,590 470,150 376,566
3 Subang 352,061 367,273 351,885 357,073








Jika melihat table tersebut, angka Garis Kemiskinan (GK) 
paling tinggi ada pada kabupaten Purwakarta, selanjutnya disusul 
oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Subang dan kabupaten Garut. 
Berdasarkan halini maka berlaku asumsi bahwasannya semakin 
tinggi angka garis kemiskinan suatu daerah, maka semakin tinggi 
juga pemasukan yang harus didapatkan oleh penduduk suatu daerah 
untuk menopang kehidupannya. Ketika halini tidak terjadi maka akan 
semakin bertambah angka jumlah penduduk miskin suatu daerah.  
 
c. Jumlah Penduduk Miskin 
Penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki 
pendapatan di bawah garis kemiskinan suatu daerah. Halini sangat 
penting untuk diperhitungkan untuk menguji keadaan potensi human 
trafficking terjadi di suatu daerah. Sebab dengan angka garis 
kemiskinan yang tinggi sampai dengan yang rendah yang berbeda-
beda pada setiap daerah tidak menjamin pendapatan penduduk akan 
mengikuti kurva tersebut, karena tidak setiap penduduk yang hidup 
pada suatu daerah mendapatkan pendapatan dari daerah sama.  
Berkaitan dengan halini, berikut adalah data penduduk miskin 
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2018 2019 2020 Rata-Rata
1 Garut 241.30 235.20 262.80 246.43
2 Subang 136.60 129.20 149.80 138.53
3 Kota Tasikmalaya 84.20 77.00 86.10 82.43
4 Purwakarta 75.90 71.90 80.20 76.00







Berdasarkan table tersebut jumlah penduduk miskin pada suatu 
daerah secara berurutan dari yang tertinggi hingga terendah, dipimpin 
oleh kabupaten Garut, selanjutnya kabupaten Subang, kota 
Tasikmalaya dan terakhir kabupaten Purwakarta. U niknya tabulasi 
jumlah penduduk miskinini berbanding terbalik dengan jumlah angka 
Garis Kemiskinan diatas. 
 
2. Rating PMKS Potensi Human Trafficking 
Upaya praktik kejahatan human traffickingini biasanya 
dilakukan secara terorga nisir dan sistematis. Maka dari tu 
dibutuhkan metode dan cara yang tepat dalam melakukan nvestigasi 
agar dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan 
tersebut yang sangat mendetail.  
Tim peneliti dalam halini mencoba melakukan analisis 
terhadap kemungkinan-kemungkinan dan asumsi yang berkaitan 
dengan beberapa data pendukung dalam proses penelitian, adapun 
data-data tersebut diantaranya adalah : ndeks Pembangunan Manusia 
(IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah 
(APS), Garis Kemiskinan (GK) dan Jumlah Penduduk Miskin (PM) 
serta beberapa data lapangan yang ditemukan oleh Tim Peneliti pada 
sampling di beberapa daerah yang menjadi objek penelitian. Adapun 
uraian data dan analisis lengkapnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
Tabel 9 
 
2017-2019 2017-2019 2018-2020 2018-2020
Garut 59.04 66.73 Rp309,681 262,780
Subang 58.94 66.45 Rp357,073 149,810
Kota Tasikmalaya 65.40 73.75 Rp376,566 86,130
Purwakarta 58.86 67.87 Rp417,535 80,170
RATA-RATA





Melihat table yang berkaitan dengan ndeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi 
Sekolah (APS), Garis Kemiskinan (GK) dan Jumlah Penduduk 
Miskin (PM) sebagaimana yang telah dijabarkan dan dianalisis 
berdasarkan aspek data diatas. Maka, pada kesempatanini peneliti 
memiliki beberapa poin yang bisa diuraikan sebagai buah dari analis 
terhadap data-data tersebut secara keseluruhan. 
Dari ke empat kabupaten/kota yang menjadi objek sampling 
data dalam peelitianini, dalam periode 3 tahun terakhir antara tahun 
2018-2020, kabupaten Subang merupakan daerah yang menduduki 
PM ke-3 dengan perolehan  nilai rata-rata PM sebesar  69,22, setelah 
sebelumnya dipimpin oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta 
dan kabupaten Garut berada pada posisi terakhir.  
Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut berada 
pada peringkat ke-2 terbanyak setelah kabupaten Garut dengan 
pencapaian  nilai rata-rata 149.810 orang pada  nilai rata-rata Garis 
Kemiskinan (GK) sebanyak 350,073 rupiah, selanjutnya disusul oleh 
kota Tasikmalaya dan kabupaten Purwakarta.  
Sedangkan, untuk perolehan  nilai rata-rata kabupaten Subang 
dalam Angka Partisipasi Murni (APM) berada pada posisi kurang 
menguntungkan dengan  nilai rata-rata 58,94% pada posisi paling 
rendah setelah kota Tasikmalaya, kabupaten Garut dan terakhir pada 
psosisi keempat diisi oleh kabupaten Purwakarta. Selanjutnya  nilai 
rata-rata pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) kabupatenSubang 
memiliki  nilai 66,45% dengan menempati urutan terakhir, setelah 
sebelumnya diduduki oleh kota Tasikmalaya, kabupaten Purwakarta 
dan kabupaten Garut. 
Permasalahan sosial yang berkaitan dengan keadaan penduduk 
pada suatu daerah pun sangat beragam dan dibutuhkan upaya 




(PMKS) tersebut. Sebab, keadaan penduduk dengan status 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tinggi sangat 
berpotensi dan rawan menjadi korban dalam praktik kejahatan human 
trafficking. Selengkapnya data tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
 
a. Kabupaten Subang 
Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Subang 
berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir 
miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan Anak 
Gelandangan, Wanita Tuna Susila, Perempuan Rawan Sosial 
Ekonomi, Gelandangan, Anak Terlantar, Pengemis, Anak Yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus dan Anak Jalanan. Sedangkan 
korban human trafficking  yang telah diketahui pada kabupaten 
Subangini mencapai angka 22 orang pada tahun 2017-2018, 
sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 5 orang.  
Selain tu ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil 
di antisipasi dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-
permasalahan PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. 
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b. Kabupaten Purwakarta 
Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Purwakarta 
berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir 
miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan 
Pengemis, Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, 
Gelandangan, Wanita Tuna Susila, Anak Yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus dan Anak Jalanan. Sedangkan korban human 
trafficking  yang telah diketahui pada kabupaten Purwakartaini 
mencapai angka 3 orang pada tahun 2017-2018, sedangkan pada 
tahun 2019-2020 sebanyak 1 orang. Selain tu ada beberapa jenis 
permasalahan yang belum berhasil di antisipasi dan dicarikan 
penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS yang 
terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat 
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 Editor, “Data PMKS”, Pada Open Data Jawa Barat 
2018 2020
KABUPATEN SUBANG 1 ANAK GELANDANGAN - 3,423 3,423
2 ANAK JALANAN 2 15 13
3 ANAK TERLANTAR 5,546 50 -5,496
4 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS 0 20 20
5 FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN 137,193 211,890 74,697
6 GELANDANGAN 13 50 37
7 KORBAN TRAFFICKING 22 5 -17
8 PENGEMIS 61 25 -36
9 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI 8,286 657 -7,629
10 TUNA SUSILA 518 824 306
151,641 216,959 65,318JUMLAH
DATA PMKS PERIODE 2017-2020
JUMLAH (ORANG)










c. Kota Tasikmalaya 
Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya 
berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir 
miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan 
Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, Wanita Tuna 
Susila, Anak Jalanan, Anak Gelandangan, Gelandangan, Pengemis, 
dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Sedangkan 
korban human trafficking  yang telah diketahui pada Kota 
Tasikmalayaini mencapai angka 0 orang pada tahun 2017-2018, 
sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 1 orang. Selain tu ada 
beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil di antisipasi dan 
dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan PMKS 
yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk selengkapnya 
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 Editor, “Data PMKS”, Pada Open Data Jawa Barat 
2018 2020
KABUPATEN PURWAKARTA 1 ANAK GELANDANGAN - 389 389
2 ANAK JALANAN 76 62 -14
3 ANAK TERLANTAR 199 527 328
4 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS 32 112 80
5 FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN 46,478 27,653 -18,825
6 GELANDANGAN 3 389 386
7 KORBAN TRAFFICKING 3 1 -2
8 PENGEMIS 9 1,495 1,486
9 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI 3,042 1,478 -1,564
10 TUNA SUSILA 23 215 192
49,865 32,321 -17,544JUMLAH
DATA PMKS PERIODE 2017-2020
JUMLAH (ORANG)










d. Kabupaten Garut 
Keadaan penduduk yang dikategorikan sebagai penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Garut 
berdasarkan data tahun 2020 didominasi oleh jenis masalah fakir 
miskin/rumah tangga miskin, selanjutnya disusul oleh keadaan 
Perempuan rawan Sosial Ekonomi, Anak Terlantar, Anak 
Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila, Anak Jalanan, Anak 
Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Gelandangan.  
iSedangkan korban human trafficking  yang telah diketahui 
pada Kabupaten Garutini mencapai angka 34 orang pada tahun 2017-
2018, sedangkan pada tahun 2019-2020 sebanyak 40 orang. Selain tu 
ada beberapa jenis permasalahan yang belum berhasil di antisipasi 
dan dicarikan penyelesaiannya, yakni permasalahan-permasalahan 
PMKS yang terus bertambah pada setiap tahunnya. Untuk 
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 Editor, “Data PMKS”, Pada Open Data Jawa Barat 
2018 2020
KOTA TASIKMALAYA 1 ANAK GELANDANGAN - 139 139
2 ANAK JALANAN 179 187 8
3 ANAK TERLANTAR 3 405 402
4 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS - 18 18
5 FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN 180,407 72,785 -107,622
6 GELANDANGAN - 51 51
7 KORBAN TRAFFICKING - 1 1
8 PENGEMIS - 49 49
9 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI 300 6,619 6,319
10 TUNA SUSILA - 401 401
180,889 80,655 -100,234JUMLAH
DATA PMKS PERIODE 2017-2020
JUMLAH (ORANG)










B. Penanganan Permasalahan Sosial (PMKS) di Jawa Barat 
Permasalahan yang berkaitan dengan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan 
bangsa yang patut mendapatkan perhatian. Sebab pada setiap Negara 
memiliki kesamaan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan 
berbangsa dan Negara, yakni menyejahterakan bangsanya tu sendiri.  
Begitu pula dengan tujuan Negara Indonesia sebagai penganut 
paham Demokrasi yang seringkali popular dengan sebutan sebuah 
sistem yang dibuat oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hal 
tersebut berarti bahwa setiap kebijakan atau pengambilan keputusan 
yang diambil harus berdasarkana atas nama kepentingan rakyat dan 
untuk kesejahteraan rakyat tu sendiri.  
Pancasila sebagai dasar hukum Negara memiliki  nilai- nilai u 
niversal pada setiap poinnya yang menghendaki kemaslahatan umum 
dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga sebagaimana yang 
tercantum dalam alinea pembukaan UUD 1945. Selain tu, ditegaskan 
pula dalam Pasal34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : 
"Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" 
2018 2020
KOTA GARUT 1 ANAK GELANDANGAN - 1,096 1,096
2 ANAK JALANAN 113 65 -48
3 ANAK TERLANTAR 22,950 3,198 -19,752
4 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS 81 46 -35
5 FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN 1,137,797 281,587 -856,210
6 GELANDANGAN 26 20 -6
7 KORBAN TRAFFICKING 34 40 6
8 PENGEMIS 371 348 -23
9 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI 29,445 7,798 -21,647
10 TUNA SUSILA 173 110 -63
1,190,990 294,308 -896,682JUMLAH
DATA PMKS PERIODE 2017-2020
JUMLAH (ORANG)







dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-
tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan". 
 
Selain daripada tu masih banyak sekali nstrument hukum yang 
mengatur tentang keharusan mengutamakan kepentingan umum atau 
masyarakat diatas kepentingan golongan lainnya. Permasalahan 
PMKS dari keempat kabupaten/kota yang menjadi objek dalam 
penelitianini masing-masing memiliki popularitas jenis permasalahan 
yang berbeda-beda pada setiap tahunnya, sebagaimana yang telah 
diuraikan pada pemaparan diatas.  
Secara umum berdasarkan data periode tahun 2017-2018 trend 
jenis permasalahan PMKS didominasi oleh permasalahan Fakir 
Miskin/Rumah Tangga Miskin dengan capaian angka sebesar 
1,501,875 orang, selanjutnya disusul oleh Perempuan Rawan Sosial 
Ekonomi Sebanyak 41,073 Orang, Anak Terlantar Sebanyak 28,698 
Orang, Tuna Susila sebanyak 714 orang, Pengemis sebanyak 441 
orang. Pemulung  sebanyak 411 orang, Anak Jalanan sebanyak 370 
orang, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 113 
orang, Korban Trafficking sebanyak 59 orang, dan terakhir 
Gelandangan sebanyak 42 orang. 
Sedangkan, pada periode tahun 2019-2020 trend jenis 
permasalahan PMKS didominasi oleh permasalahan Fakir 
Miskin/Rumah Tangga Miskin dengan capaian angka sebesar 
593,915 orang, selanjutnya disusul oleh Perempuan Rawan Sosial 
Ekonomi Sebanyak 16,552 orang, Anak Gelandangan sebanyak 
5,047 orang, Anak Terlantar Sebanyak 4,180 orang, Pengemis 
sebanyak 1,917 orang, Tuna Susila sebanyak 1,550 orang, Pemulung 
sebanyak  892 orang, Gelandangan sebanyak 510 orang, Anak 
Jalanan sebanyak 329 orang, Anak Yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus sebanyak 196 orang dan Korban Trafficking sebanyak 59 











Berdasarkan perkembangan data PMKS diatas ada beberapa 
hal yang perlu dikritisi serta dikaji secara mendalam, terkait potensi 
bertambahnya angka kasus kejahatan human trafficking. Catatan-
catatan analisis tersebut diruaikan dalam beberapa poin dibawahini : 
Keberadaan fakir miskin/rumah tangga miskin dan perempuan 
rawan sosial ekonomi dari tahun  2017 sampai dengan 2020 
menempati urutan pertama dengan jumlah yang sangat besar sangat 
rawan dan berpotensi terjadinya praktik kejahatan human trafficking, 
mengingat masalah perekonomian merupakan satu-satunya alasan 
mendasar yang menjadi penyebabkan para korban terlibat dalam 
kejahatan tersebut; 
Jumlah pemulung, gelandangan, pengemis sampai kepada 
tahun 2020 terus mengalami kenaikan keberadaaannya. Halini tentu 
saja sangat rawan terjadi praktik kejahatan human trafficking, sebab 
lagi-lagi karena alasan ekonomi dan terkadang para PMKS dengan 
kategoriini yang memiliki keluarga cenderung lalai atau tidak terlalu 
memperhatikan terhadap kesiapan masa depan anak-anak mereka 
terutama terkait dengan pendidikan. Terlebih lagi PMKS dengan 
kategori Wanita tuna susila yang terus bertambah sudah sangat jelas 
sebagai korban sekaligus pelaku human trafficking. Oleh karena tu 
JENIS MASALAH 2018 2020 JUMLAH
1 FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN 1,501,875 593,915 2,095,790
2 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI 41,073 16,552 57,625
3 ANAK TERLANTAR 28,698 4,180 32,878
4 ANAK GELANDANGAN 0 5,047 5,047
5 PENGEMIS 441 1,917 2,358
6 TUNA SUSILA 714 1,550 2,264
7 PEMULUNG 411 892 1,303
8 ANAK JALANAN 370 329 699
9 GELANDANGAN 42 510 552
10 ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS 113 196 309
11 KORBAN TRAFFICKING 59 47 106





perlu dicarikan solusi sebagai upaya preventif dan referentif terhadap 
praktik kejahatan tersebut; 
Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak Gelandangan serta 
Anak yang memerlukan perlindungan khusus masih berjumlah besar 
sebagai bagian dari PMKS, mereka merupakan pewaris Negara masa 
depan yang harus benar-benar diperhatikan agar tidak dirusak dan 
dijadikan korban oleh para pelaku kejahatan human trafficking yang 
sewaktu-waktu akan memangsa mereka sebagai sasaran kejahatan. 
Setiap pemerintahan daerah atau pemerintah pusat memiliki 
kewajiban untuk menyelamatkan mereka, mi nimal terselamatkan 
dalam aspek kehidupan yang layak dan pendidikan. Asumsinya 
ketika Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) meningkat, maka akan mampu memi nimalisir angka 
PMKS pada kategoriini. Lebih jauh dapat menyelamatkan generasi 
yang akan datang dari korban kejahatan human trafficking. 
Angka temuan korban trafficking pada periode tahun 2019-
2020 mengalami penurunan sebanyak orang jika dibandingkan pada 
periode tahun 2017-2018. Halini tentu saja mengundang spekulasi, 
antara terjadi penurunan jumlah kasus atau ada banyak kasus yang 
belum terungkap. Mengingat angka-angka PMKS yang rawan dan 
berpotensi menjadi bagian human trafficking pada keempat 
kabupaten/kota tersebut masih tinggi. 
Pemerintah Daerah melalui instansi pemerintah daerah salah 
satunya adalah dinas sosial yang merupakan kepanjangan tangan dari 
kementerian sosial di tingkat pemerintah pusat, merupakan salah satu 
instansi yang diberikan tupoksi dalam menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan PMKS.  
Berdasarkan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) yang 
dibuat oleh dinasi sosial di kabupaten/kota termasuk provinsi 




Penanganan masalah PMKS yang dilaporkan oleh beberapa 
instansi diklaim telah melebihi target dari setiap tahun anggaran. 
Halini tentu saja perlu dikaji ulang sebab berdasarkan temuan peneliti 
masih banyak PMKS yang tidak terakomodir dalam upaya 
penanganan atau pemberdayaan yang dilakukan tersebut; 
Dalam melaksanakan tugas penanganan, instansi menemukan 
beberapa kendala yang terbagi kepada Faktor nternal (seperti : 
Koordinasi dan sinergitas yang kurang antara pemerintah pusat dan 
daerah, keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan mi 
nimnya sarana dan prasarana rehabilitasi) dan Faktor Eksternal, 
(seperti : terus bertambahnya angka PMKS, mi nimnya anggaran 
yang tidak proporsional dengan jumlah PMKS, persepsi penanganan 
PMKS yang belum satu arah dan penjajakan Lembaga/Mitra 
penanganan PMKS belum maksimal).  
Upaya-upaya penanganan yang dilakukan instansi cenderung 
kea rah referentif atau tidak berdampak jangka panjang, seperti : 
pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, pemberian bantuan tunai dan 
lain-lain. Upaya tersebut dalam tempo singkat memang sig nifikan 
dilakukan, akan tetapi tidak memberikan  nilai pendidikan, akibatnya 
para PMKSini akan cenderung kea rah konsumtif ketimbang 
produktif. 
Perlu dilakukan penanganan yang bersifat continuitas dan 
berjangka panjang dalam melakukan penanganan terhadap PMKS. 
Selain tu, perlu dipikirkan agar dalam pemberdayaanini dapat saling 
menularkan diantara PMKS tu sendiri. Selain tu, pengawasan dan 
pengontrolan secara berkala perlu dilakukan oleh instansi, bila perlu 











Keadaan PMKS di keempat kabupaten/kota, yakni kabupaten 
Garut, Subang, kabupaten Purwakarta dan kota Tasikmalaya secara 
umum masih memiliki angka yang tinggi. Pembagian PMKSini 
didasarkan pada 1) aspek korban human trafficking yang meliputi : 
korban trafficking dan Wanita tuna susila dengan jumlah cukup 
besar; 2) aspek kerawanan atau potensi korban human trafficking, 
meliputi : kategori miskin/rumah tangga miskin,  perempuan rawan 
sosial yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah terbanyak. 
pemulung, gelandangan, pengemis pada tahun 2020 terus mengalami 
kenaikan jumlahnya. Terakhir, kategori Anak Jalanan, Anak 
Terlantar dan Anak Gelandangan serta Anak yang memerlukan 
perlindungan khusus masih berjumlah besar. 
Berdasarkan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) yang 
dibuat oleh beberapa pemerintah daerah, berkaitan dengan laporan 
penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai instansi 
pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari 
kementerian sosial pada pemerintah pusat di nilai belum 
menunjukkan terobosan yang sig nifikan dalam upaya penanganan 
masalah PMKS yang bersifat preventif dan berkesinambungan. 
Program-program penanganan yang diberikan cenderung bersifat 
jangka pendek dan memberikan dampak budaya konsumtif bagi 








Keberadaan PMKS seharusnya menjadi pusat perhatian dalam 
pembangunan daerah, sebab potensi daerah akan lebih bisa 
dimaksimalkan manakal potensi sumber daya manusia didaerah 
tersebut baik. Upaya penanganan masalah PMKS didaerah harus 
dilakukan dengan sinergitas yang tinggi antara pemerintah daerah 
dengan pemerintah pusat. Selain tu, pemberdayaan atau penanganan 
permasalahan PMKS harus dilakukan terobosan-terobosan baru 
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